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PERANAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENGUNGSI DI TINJAU
DARI KONVENSI 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI

ABSTRAK
Oleh : Muhammad Faiq Arrazy

Di seluruh-dunia, masalah.pengungsi.telah-menjadi isu kontemporer yang
membutuhkan perhatian khusus dari komunitas internasional, dalam penelitian
ini, banyaknya pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Alasan mengapa
penelitian ini. memilih pengungsi Afghanistan dikarenakan secara kuantitas
pengungsi -Afghanistan adalah -pengungsi-terbesar di seluruh .dunia. Rumah
Detensi Imigrasi (Rudenim) Provinsi Riau mencatat' sejauh ini_sudah ada 1.176
jiwa pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri tercatat ditampung di wilayah
setempat. Sebagian besar bekewarganegaraan Afghanistan, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Pusat dalam Membantu dan
Mengatasi = Permasalahan Para - Pengungsi Ditinjau~ Berdasarkan Konvensi
Pengungsi Tahun 1951. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif.

Sifat Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis
yaitu metode yang bermaksud untuk memberikan gambaran berdasarkan data —
data yang dikumpulkan disertai analisisnya dengan didukung oleh data primer
yang didapat dari penelitian lapangan. Metode penarikankesimpulan dalam
penelitian ini adalah menarik suatu kesimpulan ssecara deduktif, yaitu menarik
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Secara umum, hasil penelitian menjelaskan, bahwa Peranan Pemerintah
Pusat Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal” Imigrasi mengenai penanganan imigran illegal yang mengaku
sebagai pencari suaka ini sudah dijalankan dengan baik dikarenakan semua
peraturan dari direktur-jenderal imigrasi dilaksanakan namun masih ada beberapa
kebijakan yang menurut. penulis * harus “lebih dipertimbangkan kembali.
Pertimbangan mengenai kebijakan memperbolehkan pencari suaka keluar dari
Rumah Detensi Imigrasi tanpa pengawalan. Upaya Pemerintah Pusat dalam
menjalankan programnya dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang transit di
Pekanbaru ditinjau  Berdasarkan Konvensi  Pengungsi Tahun 1951,
yaitu:1)Melibatkan UNHCR dengan pengungsi dan pencari Suaka. Indonesia
adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota Konvensi Pengungsi 1951
maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status
pengungsi; 2)Mempromosikan penerapan hukum pengungsi. UNHCR mendukung
dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah Indonesia
dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari perlindungan; 3) UNHCR
melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa memiliki kewarganegaraan di
Indonesia.

Kata kunci : Peranan, Pengungsi, Pemerintah.
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THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE PEKANBARU CITY
GOVERNMENT AGAINST REFUGEES OF WAR VICTIMS IN THE
REVIEW OF THE 1951 CONVENTION ABOUT REFUGEE STATUS

ABSTRACT
By.: Muhammad Faig Arrazy

All over the world, the problem of refugees has become a contemporary
issue that requires special attention from the international community, in this
study, many refugees from Afghanistan. The reason why this study chose Afghan
refugees is because quantitatively Afghan-refugees-are the largest refugees in the
world. The Pekanbaru.City Immigration Detention“House (Rudenim) has noted
that there have been 1,176 refugees and asylum seekers from abroad recorded as
accommodating in the local area. Most of them are Afghan citizens, so this study
aims to determine the Role and Responsibility of Pekanbaru City Government in
Helping and Overcoming Problems of Refugees Victims of War Conflict Viewed
Based on the Refugee Convention in 1951. The type of legal research used in this
study is normative legal research that focuses on norms positive law. The nature
of the research in this thesis uses descriptive analysis method, which is a method
that intends to-provide an overview based on the data collected along with the
analysis supported by primary data obtained from field research. The method of
drawing conclusions in this study is to draw a conclusion deductively, which is to
draw conclusions from things that are general to things that are specific. In
general, the results of the/study explained that the Role and Responsibility of
Pekanbaru City Government Against ‘War Victims Refugees Viewed From the
1951 Convention stipulated in the Director General of Immigration Regulation
regarding the handling of illegal immigrants who claim to be asylum seekers has
been carried out well because all regulations from the director general of
immigration were implemented but there are still some policies which according
to the author must be reconsidered. Considerations regarding policies allow
asylum seekers to leave the Immigration Detention Center without escort. The
efforts of the Pekanbaru City Government in carrying out its program in resolving
the problem of refugees in transit in Pekanbaru were reviewed based on the 1951
Refugee Convention, namely: 1) Involving UNHCR with refugees and asylum
seekers. Indonesia is one of the countries that has not been a member of the 1951
Refugee Convention or the 1967 Protocol and also does not have a mechanism for
determining refugee status; 2) Promoting the application of refugee law. UNHCR
supports the development of a national framework to assist the Indonesian
government in dealing with the arrival of people seeking protection; 3) UNHCR
carries out its mandate regarding citizens without citizenship in Indonesia.

Keywords: Roles, Responsibilities, Refugees, Government.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak peristiwa‘besar yang terjadi entah itu.karena alam ataupun karena
tindakan manusia yang membawa dampak besar bagi kehidupan banyak orang.
Kondisi negara yang tidak kondusif seperti keadaan perang atau terjadi bencana
alam yang mengakibatkan“banyak dari masyarakatr disuatu negara diharuskan
untuk meninggalkan rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Permasalahan ini
menimbulkan problematika salah satunya nasib orang-orang tersebut. Bagaimana
mereka mampu bertahan dalam™ kondisi yang sulit, bagaimana mereka
mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan keturunanya.
Masalah pengungsi akibat bencana alam ataupun peperangan yang berlarut—larut
membuat PBB  (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membentuk sebuah badan
kemanusiaan untuk membantu-pengungsi-dan. memecahkan masalah pengungsi.

Masalah pengungsi internasional dan pencari suaka sudah menjadi bahasan
bersama bagi komunitas internasional. Hal tersebut karena masalah ini telah
melampaui batas territorial sebuah negara dan masuk ke wilayah negara lain
dalam jumlah yang besar. Kehadiran mereka sebetulnya bukan fenomena yang
sama sekali baru. Selain isu tentang perubahan iklim dan terorisme, isu pengungsi
dan pencari suaka telah menjadi masalah global.

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang

mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di
Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang

diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan
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internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi 1951 memberikan
definisi tunggal dari kata “pengungsi” pada Pasal 1. Penekanan dalam definisi

terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk

pada hak-hak serta di : j : asar, terutama non-
diskriminasi, larangs enge _- -_ ara engusiran  atau
pengembaliz on-refol : : 2nsi, misalnya, harus
diterapkan t

Protokol 195

seiring dengan konflik yang sedang berlangsung saat itu, yaitu Perang Dunia Il
dimana UNHCR dibentuk untuk membantu orang-orang Eropa yang terpencar
karena konflik yang sedang terjadi saat itu. Pada tanggal 28 Juli 1951 dicetuskan
Konvensi PBB tentang Status Pengungsi, sebuah dasar hukum dalam membantu

pengungsi dan statuta dasar yang mengarahkan kerja UNHCR.



PBB mendirikan suatu lembaga bernama United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah sebuah badan kemanusiaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya badan kemanusiaan ini
diharapkan para.korban atas. konflik yang: terjadi di- lingkungan mereka
mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di
wilayah lain ataupun di Negara-lain:

Hal-hal inilah yang menjadi penyebab korban memilih untuk meninggalkan
negaranya dan mencari negara lain sebagai tempat berlindung demi mendapatkan
kembali hak-hak mereka sebagai manusia (mencari suaka). Untuk memenuhi hak
dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait
penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara
pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Namun
karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi, Rengungsi 4951, peraturan dan
hukum yang digunakan Indonesia dalam pemberian tindakan kepada pengungsi
yang datang adalah berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.

Fenomena kemunculan pengungsi Afghanistan ini seringkali dituduh
membawa efek negative bagi negara transit.seperti Indonesia dan Malaysia. Para
pengungsi berpotensi melakukan tindakan-tindakan kriminal, membebani negara
transit dan negara tujuan karena harus menyediakan fasilitas yang diambil dari
pajak masyarakat. Hal ini berdampak munculnya penolakan dari masyarakat lokal
negara transit dan negara tujuan. Indonesia menjadi jalur favorit bagi pengungsi

yang ingin berlayar menuju Australia. Provinsi Riau menjadi gerbang awal para



pengungsi karena menjadi wilayah terdekat untuk menyebrang dari Malaysia
menuju ke indonesia kemudian menyebrang ke pulau Christmas Australia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat
peraturan mengenai proses masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga
negara Indonesia dan warga negara asing. Mengenai penanganan orang asing,
undang-undang keimigrasian. memuat:-peraturan, penempatan lebih lanjut dalam
rangka penentuan status di tempat yang ditentukan Ditjen Imigrasi, pemeriksaan
kesehatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan menunjuk instansi di
bidang kesehatan, pendataan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Kemenkumham,
orang asing pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi dan orang
asing yang mendapat status pengungsi ditempatkan di penampungan yang
dikelola UNHCR. Itulah menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi
Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan masih .ada instrument hukum nasional
yang mengatur mengenai pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 merupakan
perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting
dari kehidupan seorang. pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar
minimum hak yang akan “diperoleh™bagi.para pengungsi, yaitu memperoleh
standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di
negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga
negara setempat.

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951,
maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada

Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan diatas demi
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tercapainya hak para pengungsi, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat

untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal

yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan.

pemerintah ia, me " _- -_ '1':'_' adalah _ne a h rkembang dan

memiliki angka penganggural ( _.‘::j atan perkapita dari
esia sendiri |

NHCF

HANE#;

iaa akar AN, penampungan,

terakhir ini, ketika beban
pengungsi makin berat, negara-negara kurang bersedia menerima pengungsi
secara tetap, di sebagian negara ada penentangan terhadap imigran, kadang-
kadang bernada rasial. Hal ini disebabkan arus pengungsi yang berdatangan

semakin besar sehingga lama-kelamaan penduduk asli negara tersebut merasa

kehidupannya terganggu. Begitu pula dengan negara yang harus menjamin



perlindungan pengungsi tersebut, tentunya biaya yang dianggarkan tidak sedikit
sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara.

Untuk kasus di Indonesia, UNHCR pertama kali menangani kedatangan
pengungsi asal Vietnam dan Kamboja yang.melarikan diri ke negara-negara di
Asia Tenggara dengan menggunakan perahu. Manusia pengungsi asal Vietnam ini
kemudian lebih dikenal dengan,sebutan manusia. perahu. Jumlah manusia perahu
yang semakin meningkat mendorong PBB untuk menyelenggarakan Konferensi
Internasional di Jenewa pada bulan Juli 1979. Kehadiran pemerintah Indonesia di
konferensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi
Konvensi Pengungsi 1951 namun Indonesia. memiliki kepedulian terhadap
masalah pengungsi.

Di awal abad 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi
terbesar di Afrika seperti di, Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di
Asia, terutama dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung
selama 30 tahun. Hingga saat ini pengungsi afghanistan merupakan pengungsi
dengan kuantitas paling terbesar yang tersebar.di seluruh dunia termasuk
indonesia dan malaysia yang menjadi negara transit bagi pengungsi Afghanistan
yang datang dengat tujuan untuk pergi ke negara tujuan yaitu australia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR, mayoritas pengungsi di
Provinsi Riau (Indonesia) berasal dari Afganistan. Mereka merupakan orang-
orang yang lari dari krisis dan konflik yang terjadi di negaranya. Indonesia
sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sadar akan

keberadaan para pencari suaka yang berada di Indonesia yang mencari



perlindungan serta jaminan keselamatan yang kian bertambah, untuk itu Indonesia
berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap mereka serta
meningkatkan kerjasama antar negara asal, negara transit, negara tujuan dan
organisasi internasional " terkait. (UNHCR .dan IOM) yang terwujud dalam
Konferernsi Regional Tingkat Menteri pada tahun 2002 yang dinamakan The Bali
Proses, dengan tujuan untuk dapat mengetahui penyebab kedatangan massal para
pencari suaka, membangun manajemen perbatasan negara anggota dan kapasitas
kontrol negara, serta mencegah dan memerangi dari tindak penyelundupan dan
perdagangan manusia.

Menurut Tobing (2010:16) Ketika pengungsi Afghanistan tertangkap di
Indonesia, mereka akan diperiksa oleh pihak Imigrasi tentang kelengkapan surat.
Apabila telah memiliki Attention Letter sebagai Pengungsi yang dikeluarkan oleh
UNHCR, maka segala tanggung jawab pengungsi tersebut akan dilimpahkan
kepada lembaga internasional yang bertugas untuk menangani pengungsi. Sesuali
dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 tentang
penanganan terhadap Orang Asing yang menyatakan.diri sebagai pengungsi atau
pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi.seperti imigran illegal. Maka untuk
membantu masalah pengungsi afghanistan yang berada di indonesia, UNHCR
bekerjasama dengan pemerintah indonesia untuk membantu menangani masalah
pengungsi tersebut.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi,
maka Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada

pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 1951 diantarnya Hak



untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap imigrant ilegal
yang masuk kewilayah Indonesia dan menyatakan dirinya sebagai Pencari Suaka
akan diproses melalui Kantor Imigrasi daerah setempat, di letakkan dicamp-camp
penampungan dan di- Rumah-Detensi Imigrasi-yang selanjutnya akan di proses
oleh UNHCR untuk di interview dalam penentuan status pengungsi. Selama masa
karantina para Deteni diletakkandi'kamar=kamar_Isolasi selama 3 bulan, selama 3
bulan mereka dikunci didalam kamar isolasi demi proses yang dijalankan oleh
UNHCR, 10M ataupun RUDENIM. Dengan keadaan RUDENIM yang melebihi
kapasitas, maka deteni juga harus tinggal di lobby-lobby RUDENIM, yang
jumlahnya sekitar 20 orang/lobby.

Di seluruh dunia, masalah pengungsi telah menjadi isu.kontemporer yang
membutuhkan perhatian khusus dari komunitas internasional. Munculnya
pengungsi biasanya disebabkan oleh keadaan buruk dalam segi politik, ekonomi,
sosial sebuah negara (Husin, 1998,27). Dalam penelitian ini, banyaknya
pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Alasan mengapa penelitian ini memilih
pengungsi Afghanistan. dikarenakan secara kuantitas pengungsi Afghanistan
adalah pengungsi terbesar ‘di seluruh“dunia..Pada catatan UNHCR pada tahun
2009, terdapat 2.887.100 jiwa pengungsi Afghanistan yang menyebar ke seluruh
dunia.

Menurut Tobing (2010:16) Ketika pengungsi Afghanistan tertangkap di
Indonesia, mereka akan diperiksa oleh pihak Imigrasi tentang kelengkapan surat.
Apabila telah memiliki Attention Letter sebagai Pengungsi yang dikeluarkan oleh

UNHCR, maka segala tanggung jawab pengungsi tersebut akan dilimpahkan
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kepada lembaga internasional yang bertugas untuk menangani pengungsi. Sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 tentang

penanganan terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau

bepergian. Ma i c ) pengungsi lahir
melalui kes
lahir dari ; : as | : rbentuk perjanjian-
perjanjian internasic eng hmad Romsan,
2003:64) m
yang mempunya e /a..dominan dijalankan
lembaga-lembage

Kantor Hak Asasi Manusia
(Kanwil Kemenkumham) Prc Rial Me Detensi  Imigrasi
(Rudenim) Pekanbaru dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 tersebut jelas

disebutkan, pengungsi adalah orang asing yang datang ke Indonesia lantaran

adanya semacam peristiwa persekusi atau konflik di daerah asalnya.


http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/kemenkumham
http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/provinsi-riau
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Berdasarkan data UNHCR, lembaga PBB yang mengurus pengungsi, ada
lebih dari 14 ribu orang pengungsi yang kini berada di Indonesia. Kota Pekanbaru

termasuk lima besar dari 11 daerah di Indonesia yang banyak terdapat pengungsi

Pekanbaru.,

(Rudenim) k

*a\?“a\?ww\

Tabel 1.1 g Pekanbaru Per
e
v
No <ew
‘ Pencari Suaka
1 4
1 111
2 | Palestina 84
3 | Pakistan 31
4 | Iran 92
5 | Iraq 83
6 | Sudan -
7 | Myanmar (Rohing) 10
8 | Somalia 21 4
9 | Banglades 2 -
10 | Srilanka 3
11 | Yordania 1
12 | Suriah 1 -
Jumlah 750 405

Sumber : Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Riau menjelaskan dari jumlah tersebut 750 jiwa diantaranya pengungsi, dan

10
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405 pencari suaka. Dengan jumlah perjenis kelamin perempuan 339 orang dan

laki-laki 835 orang. Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditampung di

Pekanbaru terbanyak kewarganegaraan Afghanistan dan Sudan.

PEMERIN ' . ( DITINJAU DARI

KONVENSI 1

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi di Provinsi
Riau Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi?

2. Apa saja Hambatan dan upaya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan
masalah pengungsi yang transit di Provinsi Riau ditinjau Berdasarkan

Konvensi Pengungsi Tahun 19517

11
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

penulis adalah

sebagai beri

1. Manfaat

informasi dan masukan bagi:

a. Bagi Indonesia yang memiliki tanggungjawab terhadap para pengungsi,
untuk lebih memperhatikan para pengungsi sesuai dengan aturan-aturan
yang ada.

b. Bagi warga negara, agar turut serta memiliki rasa peduli terhadap para

pengungsi korban perang atas dasar kemanusiaan.

12
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c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, agar hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perpustakaan yang

diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui

an Pengungsi

(UNHCR) mela : engl erbagai  negara

negara seperti £ lista : 3 lainnya. Secara

nasional, i I . 1gsa  Bangsa Urusan

kekhawatiran dapat mengusik kehidupan masyarakat setempat.

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Riau mengatakan Sebanyak 239 orang pengungsi dan pencari suaka dari
luar negeri, yang kini berada di Kota Pekanbaru, Riau terdiri anak-anak yang

berumur di bawah 17 tahun.

13
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UNHCR mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah setempat,
dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau, untuk bersama melindungi para pencari

suaka tersebut. Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Pengungsi

\ A}

O

&

(o]
o
=

@D
—

QD

=)
=~

QD

>

pemerinta
di negara as

Keb

RN A

beberapa ayah lai Prov jau 1 mereka terus

bertambah dan semak d a. kepada UNHCR

dan lembaga imigran secara
maksimal.

Presiden Presiden (Perpres)
Nomor 125 tahun egeri. Dalam Perpres
tersebut, dijelaskan bahwa snentukan lokasi penampungan

pengungsi dan organisasi internasional dibidang urusan migrasi membantu berupa
fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi ditempat penampungan.

Pendidikan untuk pengungsi anak hingga kini masih seadanya, lebih
banyak dilakukan secara swadaya oleh mereka sendiri yang punya latar belakang

di dunia pendidikan atau guru. Mereka menggunakan salah satu ruang di dalam

rumah komunitas sebagai kelas yang difasilitasi oleh 10M (International

14



Organization for Migration). IOM kadang kala menyediakan guru, namun dengan
jadwal yang tidak reguler.

Pendidikan untuk pengungsi anak lanjutnya, memang belum diatur secara
jelas dalam Perpres sebagaitanggung jawab Pemerintah, Indonesia. Fasilitas
kebutuhan dasar yang disebutkan dalam peraturan tersebut antara lain berupa
penyediaan air bersih, pemenuhan’ kebatuhan, makan, minum, dan pakaian,
pelayanan kesehatan dan kebersihan, serta fasilitas ibadah.

Di Pekanbaru sendiri saat ini sudah ada sembilan tempat penampungan
yang menampung ribuan imigran ini. Namun ada satu yang mau kita pindahkan
yakni di Jalan Cik Ditiro karena sering terjadi gesekan dengan masyarakat.

Rudenim Pekanbaru sendiri beberapa waku ini telah memberikan sanksi
terhadap empat imigran laki-laki asal Afghanistan yang melanggar tata tertib. Tiga
di antaranya bahkan terlibat-hubungan khusus dengan perempuan WNI. Imigran
ini diberikan kebebasan untuk berinteraksi, berbelanja, dan berolahraga bersama
dengan WNI alias warga lokal. Namun mereka tidak boleh melanggar aturan jam
dan juga keluar dari Pekanbaru. Mereka juga tidak kebal terhadap hukum pidana
maupun Perda yang berlaku di Pekanbaru.

2. Peranan Pemerintah/ Negara Terhadap Pengungsi

Negara seringkali menjadi subjek pertama dalam permasalahan pengungsi
dan pencari suaka. Tidak hanya negara, subjek hukum internasional lainnya yaitu
organisasi internasional, khususnya yang mempunyai komitmen penuh terhadap
perlindungan hak asasi manusia berkewajiban membantu menangani

permasalahan pengungsi. Situasi yang terjadi di Suriah merupakan situasi yang

15



kritis, sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk Suriah melakukan
perpindahan ke negara lain.

Kembali pada sudut pandang politik internasional, peran negara dan sistem
internasional dalam menangani-masalah pengungsi masih diperdebatkan. Arendt
(Kartaatmaja, 2014:5) menyatakan bahwa dalam  diskursus = hubungan
internasional, - negara-negara. -modern: dan sberdaulat tidak memandang isu
pengungsi dan tuntutan mereka sebagal fenomena sosial yang normal, namun
lebih dilandaskan pada tanggung jawab politik.

Sedangkan pertanggungjawaban Negara berarti kewajiban memberikan
jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban
untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal
negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada
pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional.
Perbuatan suatu” negara yang merugikan negara lain, tertapi tidak melanggar
hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya
perbuatan negara yang menolak masuknya.seorang warga negara asing ke dalam
wilayahnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara itu. Hal itu
disebabkan karena negara itu menurut hukum internasional berhak menolak atau
menerima warga negara asing masuk ke dalam wilayahnya (Sugeng Istanto.
1998:77).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan resolusi nomor 429

(V) Desember 1950, mengadakan konferensi di Jenewa untuk membahas

16



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

mengenai penanganan pengungsi. Konferensi tersebut berhasil menghasilkan akta
final tentang status pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. Akta final

tersebut merupakan bentuk komitmen negara-negara untuk menyelesaikan

utama yang memberikan

perlindungan terhadap pengungsi dan sebagai pihak yang harus
melaksanakan prinsip-prinsip di dalam Konvensi mengenai Status
Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967.

b. Negara pihak dapat juga sebagai negara promotor. Negara pihak

bekerjasma dengan UNHCR menjadi pihak yang melakukan kegiatan

promosi ke negara lain. Hak-hak dasar di dalam Konvensi merupakan

17
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bagian dari hak asasi manusia yang setiap negara diharuskan untuk

menghormatinya. Negara yang menjadi pihak di dalam Konvensi, pada

dasarnya adalah negara yang mempunyai pandangan bahwa hak-hak dasar

pihak juga dapat memberikan kontribusi baik berupa pemikiran atau
langkah-langkah kongkrit lainnya dalam mengembangkan instrumen
pengaturan pengungsi. Hal tersebut bertujuan agar perlindungan terhadap
pengungsi tidak berhenti pada pelaksanaan prosedur di dalam konvensi
tetapi juga pembaharuan-pembaharuan instrumen yang bermuara pada

pengaturan perlindungan pengungsi yang lebih baik.
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3. Konsep Pengungsi
Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat
keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia Il. Walaupun tidak secara jelas
dalam memberikan pengertian-tentang pengungsi, pengertiannya yaitu :
These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible
deportation, or flight of Jews and political opponents of the
authoritarians governments;. the transference of ethnic population back
to their homeland.“or to_newly created ‘previnces acquired by war or
treaty; the arbitatry rearrangement of prewar boundaries of sovereign
states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the
air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over
immense areas of Europe; the forced removal of populations from
coastal or defence areas underv military dictation; and the deportation
for forced labour to bloster the German war effort
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang
yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara
paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah
yang berkuasa, pengembalian-etniktertentuke negara asal mereka atau provinsi
baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara
sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran
akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan-atau ancaman dari para militer
sdi beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai
atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga
kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.
Membahas mengenai konsep pengungsi tidak terlepas dari proses yang
dinamakan migrasi. Migrasi adalah suatu perpindahan penduduk dengan tujuan

untuk menetap dan tinggal dari suatu tempat asalnya menuju tempat lain melewati

batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi
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internasional) (Wagiman. 2012:41). Secara praktis dapat disimpulkan bahwa
migrasi adalah perpindahan penduduk secara permanen dari suatu negara ke
negara lain.Namun migrasi dan pengungsi adalah dua pemahaman yang berbeda.
Pengungsi itu sendiri adalah sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan
kampung halaman, teman dan kerabat mereka, karena adanya rasa takut yang
sangat mengancam keselamatan, hidup mereka:

Para pengungsi” biasanya tidak dibekali dengan dokumen perjalanan
sehingga banyak yang mengalami perlakuan sewenangwenang baik di negara asal,
negara transit, maupun negara tujuan (Achmad, 2003:115). Dibutuhkan suatu
perlindungan internasional untuk meminimalkan ancaman kekerasan terhadap
para pengungsi. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, maka ia
adalah seorang pencari suaka. Begitu juga sebaliknya, seorang pencari suaka
belum tentu adalah seorang pengungsi (Sulaiman, 2002:39). Jika seseorang diakui
sebagai pengungsi, maka akan melekat pada dirinya hak-hak sebagai pengungsi
dan juga kewajiban-kewajiban terhadap negara pelindungnya.

UNHCR sebagai organisasi internasional dalam penanggulangan
pengungsi menyatakan bahwa pengungsiadalah seseorang yang berada diluar
negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari, dan tak dapat atau tidak mau
kembali kesana karena ancaman yang serius dan tidak pandang bulu terhadap
jiwa, keselamatan fisik atau kebebasanya sebagai akibat kekerasan umum atau
peristiwa-peristiwa gangguan yang sungguh mencekam (UNHCR. 1951:10).

Pengertian tentang pengungsi yang tertuang pada Konvensi 1951 terdapat

kriteria kesertaan (inclusion criteria) . Kriteria ini yang menjadi dasar
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pertimbangan untuk menentukan status pengungsi. Para pengambil keputusan

juga perlu mempertimbangkan semua fakta dan keadaan dari kasus yang ada.

Kriteria tersebut antara lain :

bahwa ketakutan tersebut beralasan, maka perlu melihat konteks keadaan
politik di negara asal pemohon dan keadaan diri pemohon. Selain itu perlu
juga memahami latar belakang, profil dan pengalaman individu pemohon.
Informasi yang sudah didapat tadi kemudian dievaluasi berdasarkan informasi
objektif tentang keadaan di negara asalnya.

3) Penganiayaan
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Ketakutan beralasan yang dirasakan pemohon harus terkait penganiayaan.
Istilah ini mencakup segala bentuk gangguan yang tidak manusiawi dan tidak

dapat dibiarkan berlangsung terus menerus. Misalnya hak akses untuk

i negara asal
memperoleh

i
f* faan diluar kendali
o

 keac ) perang. Sedangkan

lari dari negara asalnya dan mencari perlindungan di negara lain yaitu dikarenakan
ketakutan akan penganiayaan. Mereka tidak mempunyai pilihan hidup lain selain
keluar dari negaranya Sebagaimana fungsi UNHCR sebagai organisasi yang
menangani permasalahan pengungsi, UNHCR hadir di Indonesia untuk

menangani pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia.
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3. Konvensi Pengungsi 1951

Konferensi Internasional mengenai Pengungsi dilaksanakan pada tanggal 2
sampai 25 Juli 1951 di Jenewa.Konvensi ini disetujui oleh United Nation General
Assembly pad tanggal 28 Juli 2951 dan mulai.berlaku pada tanggal 22 April 1954.
Konferensi ini dilakukan untuk menyusun dan merumuskan dan untuk kemudian
ditandatanganinya Konvensi.mengenai Status,Pengungsi dan sebuah Protokol
mengenai status seseorang tanpa kewarganegaraan.

Konvensi 1951 adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari
perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. (1) Konvensi
tersebut mulai-berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali
amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol
tersebut menghapus batasan, geografis dan waktu dalam Konvensi 1951. (2)
Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua,
pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya
dikarenakan peristwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di
wilayah Eropa. Protokol "1967. menghapuskan batasan-batasan tersebut dan
menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi
tersebut juga didukung oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa wilayah,
(3) dan juga melalui perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang
maju.

Konvensi ini merumuskan pengungsi sebagai orang yang memiliki rasa

takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama,
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kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik,
yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya,
tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya. Dalam UNHCR & Inter-
Parliamentary Union (2001:84). para pengungsi harus melalui beberapa tahap
sebelumnya seperti memberi alasan yang jelas terkait alasan mengungsi, dan
mereka ‘harus menunjukan_. bahwa' fidak ada negara yang menerima dan
melindungi mereka. Negara tidak boleh membatasi pergerakan para pengungsi
sebelum mereka mendapatkan tempat suaka, ditempatkan ke negara ketiga, atau
kembali ke negaranya. Pembentukan Konvensi.ini juga sejalan dengan
dibentuknya UNHCR sebagai organ PBB yang menangani masalah pengungsi.
4. Kerangka Hukum Mengenai Imigran llegal

Negara yang berdaulat berupaya mengatur ketertiban negaranya, salah satu
yang perlu diatur adalah mengenai arus lalu lintas orang maupun barang dari
negara lain ke negaranya. Asas kedaulatan negara yang muncul di setiap negara
mengharuskan arus lalu lintas orang maupun barang dilakukan secara legal dan
sesuai dengan prosedur. yang ditetapkan. Sehingga.muncul beberapa peraturan-
peraturan bagi orang maupun barang yang.hendak keluar masuk suatu negara.
Bagi setiap orang yang hendak masuk atau keluar secara ilegal maka
peraturanperaturan itu dikonotasikan sebagai hambatan bagi mereka.

Hambatan itu mendorong berbagai cara untuk memasuki suatu wilayah
negara secara ilegal. Perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain dengan
carayang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang dibuat suatu negara disebut

dengan imigrasi ilegal. Imigrasi ilegal ini berimplikasi pada terus berkembangnya
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kejahatan lintas negara atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional,
(Abdurrachman, 2001:1) yang kemudian berkembang menjadi kejahatan yang
terorganisasi, seperti penyelundupan migran (smuggling migrant) dan
perdagangan manusia (human.trafficking)...Dalam kerangka hukum ditingkat
internasional, Konvensi mengenai Pengungsi tahun 1951 dan Protokol mengenai
pengungsi tahun 1967, memberikan, beberapa, ketentuan pengaturan mengenai
definisi dasar pengungsi, berikut dengan istilah yang termasuk pengungsi dan
yang dikecualikan dari yang disebut sebagai pengungsi, juga mengenai status
pengungsi. Mengatur status hukum pengungsi di negara suaka, hak dan kewajiban
mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari pemulangan paksa, atau dikembalikan
ke wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam. Juga mengatur
kewajiban-kewajiban negara, termasuk mengadakan kerjasama dengan UNHCR
dalam melaksanakan fungsinya dan memfasilitasi tugasnya untuk mengawasi
penerapan Konvensi Pengungsi 1951. Jamin Ginting (dalam Bagir Manan,
2010:202) menjelaskan:

Related to the authorities, not only thew.national government strives
forward to overcome" those illegal practices; but also the international
communities consider it is necessary to have the international legal instruments
which strictly prohibit and penalize those crimes.

Oleh karena itu, dalam kerangka hukum imigran ilegal beberapa konvensi
yang mengatur adalah Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir/Konvensi
Palermo Tahun 2000 (United Nations Convention Against Transnasional
Organized Crime); Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea

and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional

Organized Crime Year 2000; and Protocol to Prevent, Suppress and Punish
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Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United
Nations Convention Against Transnasional Organized Crime Year 2003.

Hukum nasional atau disebut sebagai hukum positif suatu negara adalah
kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini_sedang berlaku dan
mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah
atau pengadilan dalam negara.

Di Indonesia, kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai imigran
ilegal tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, berikut Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan PelaksanaUndang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, UndangUndang Noemor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi
United Nations™ Convention~Against Transnasional Organized Crime, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
Supplementing United Nations Convention Against: Transnasional Organized
Crime, Undang-Undang Nemor. 15 “Tahun. 2009 tentang Ratifikasi Protocol
Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United
Nations Convention Against Transnasional Organized Crime.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan
dua protokol tambahannya merupakan bentuk perjanjian internasional yang
mengikat negaranegara yang menandatanganinya, sehingga menimbulkan hak dan

kewajiban bagi negaranegara tersebut. Namun, suatu perjanjian internasional tidak
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secara langsung mengikat negara-negara yang menandatanganinya. Menurut Boer
Mauna, pengikatan diri terhadap perjanjian internasional tergantung pada
ketentuan hukum nasional masingmasing negara (Johan, 2012:13). Selama ini,
penanganan imigran ilegal di indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-
Undang. Keimigrasian, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah
mengadopsi _prinsip-prinsip _yang tertuany dalam United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime dan dua protokol tambahannya. Melalui
undang-undang keimigrasian, negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan
orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur
keberadaan imigran ilegal tersebut, baik yang datang dengan.dokumen maupun
yang tidak berdokumen. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini
dirasa belum dapat efektif mengatur keberadaan, para imigran-ilegal di Indonesia.
Penggunaan kata imigran ilegal menunjukkan bahwa pencari suaka dan pengungsi
masih dianggap sebagai bagian dari imigran secara umum, bukan dalam kategori
yang lain, yaitu “pengungsi. Penolakan keimigrasian Indonesia untuk
menkualifikasikan pencari ‘suaka. dan' pengungsi dalam kategori khusus bukan
sebagai imigran ilegal dengan alasan karena Indonesia belum juga meratifikasi
konvensi pengungsi 1951. (Fitria, 2013:115).

3. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam

penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca

muda memahami maksud dan tujuan penulis ini tentang Peran Dan
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Tanggungjawab Negara Terhadap Pengungsi Korban Perang Di Tinjau Dari
Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, diantaranya:

1. Peranan adalah spek dinamis dari kedudukan atau status atau seperangkat

pengungsi (baik disengaja maupun karena terpaksa) sebelum sampai ke

negara tujuan.
5. Negara tujuan pengungsi adalah negara yang menjadi tujuan dari para
pengungsi karena negara tersebut dirasa aman dan dapat memberikan

kedamaian bagi para pengungsi sehingga pengungsi tersebut dapat
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memulai kehidupannya yang baru dan jauh dari penyiksaan yang mereka

terima di negara asal.

. Pengungsi adalah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya

kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

. Konvensi 1951 adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang

Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan

utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini.
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4. Metodologi Penelitian
a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data yang ' : ertai anali eh data primer

yang didaps elitiar :' ) i earch) (Sc 1983:24), serta
mempelajari, menelaa ' ‘ ec d entuan — ketentuan
dalam peratura ratu i St _ﬂ alam skripsi ini.
Penulisan sk

sekunder.

Lokasi penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Kantor Imigrasi Kelas |
Pekanbaru, karena lokasi penelitian ini dapat peneliti peroleh jumlah pengungsi di

Provinsi Riau.
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c. Sumber Data (Bahan-Bahan Hukum)
Dalam penelitian hukum normative, untuk mendapatkan data yang

objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan

member penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku,

jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum internasional yang terkait

dengan masalah pengungsi.
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3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus

hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

adalah sus
mengelo
data, menc

temuan-te

dimengerti
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4) Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membaginya

dalam suatu sistematika.penulisan sebagai berikut :

Bab | :
Bab I1:
dan Kewajiban
eserta Konvensi
si (Provinsi Riau)
Bab Il1I.

Hambatan dan upaya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan
masalah pengungsi yang transit di Provinsi Riau ditinjau
Berdasarkan Konvensi Pengungsi Tahun 1951.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

E. Tinjauan Hukum Tentang Pengungsi dan Pencari Suaka

diakibatka

secara lan
pengungsi

memudahka

mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat
yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang
yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi
politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa

negara asalnya.
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Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena
adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa,
gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan
manusia (manmade disaster), seperti konflik.bersenjata, pergantian rezim politik,
penindasan kekebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya.
Mengungsi dapat dilakukan dalam:lingkup:satuwilayah negara ataupun ke negara
lain karena adanya perbedaan haluan politik (Achmad Romsan, 2003:35).

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip
bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 adalah

“applies to many person who has fled the country of his nationality to
avoid persecution or the threat of persecution”

Jadi  menurut Pietro.\Verri  pengungsi adalah orang-orang yang
meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau
ancaman penyiksaan. Jadi terhadap,mereka yang masih mengungsi dalam lingkup
wilayah negaranya masih belum bisa disebut pengungsi menurut Konvensi tahun
1951.

Berdasarkan Pietro.Verri,  menurut penulis pengertian pengungsi adalah
sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena
terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau
ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak
dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok
sosial tertentu. Pengertian pengungsi dalam skripsi ini adalah sekelompok orang
yang mengungsi, yang pergi menyelamatkan diri melewati batas negara yang

terjadi karena man-made disaster yaitu konflik bersenjata atau perang.
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Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua
jenis, yakni:

a. Pengungsian karena bencana alam (Natural Disaster).

Pengungsian ini pada prinsipnya masih-dilindungi negaranya keluar untuk
menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong
pada negara dari mana ia berasal.

b. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (Man Made Disaster).
Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya
karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasannya
pengungsi Ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya,
orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana
ia berasal.

Pengertian pengungsi-(refugee) diatur dalam Konvensi-1951 tentang Status
Pengungsi pada pasal 1 (a) yang berbunyi:

13

istilah pengungsi akan berlaku pada setiap orang yang sebagai akibat
dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 januari 1951 dan yang
disebabkan ‘oleh = kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan
persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada
kelompok sosial tertentu.atau ‘pandangan politik tertentu, berada di luar
negara tempat ia menjadi ' warganegara, dan tidak mampu, atau tidak mau,
karena adanya ketakukan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan
negara tersebut, atau siapa saja yang tidak memiliki kewarganegaraan dan
sedang berada di luar negara tempat ia sebelumya bertempat tinggal,
ternyata tidak mau kembali ke negara tersebut karena adanya peristiwa
semacam tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur agar dapat disebut sebagai

pengungsi adalah seseorang yang:
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a. Mempunyai rasa takut karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam
kelompok sosial tertentu dan pandangan politiknya.

b. Berada di luar negara asalnya, dan

azasi pengungs 3 ka. Pa encari tanah
atau negara la femp ( entunya jauh dari
penindasan : Pencaire engungsi tentu saja
harus dianggap.s A : 3 : A Husin, 1998 :

27).
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negara asaln

(persecution).

keapad mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi
pengungsi, persiapan—persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat
internasional (UNHCR, 1998 : 1).

Hukum Pengungsi Internasional semakin berkembang pada tahun 1951
ketika diadakannya Konferensi Internasional yang membahas permasalahan

pengungsi dunia di Jenewa.Setelah saat itu dilakukan pembakuan mengenai
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perlakuan terhadap pengungsi dalam format universal yang diakomodir secara
universal.

Hukum pengungsi internasional lahir melalui kesepakatan yang dilakukan
oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir.dari hukum pengungsi internasional
antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian internasional. Hukum. pengungsi
internasional merupakan salah.satu'bentuk:fungsi. dari sistem hukum internasional
yang mempunyai tugas dan pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan
lembaga-lembaga internasional (Davidson,1994:84).

Hukum pengungsi internasional berdiri sebagai akibat dari interaksi antara
aspek hukum internasional dengan hukum nasional suatu negara. Hukum ini
menempatkan hak asasi manusia diposisi paling atas sebagai suatu hal yang paling
dihormati. Hukum pengungsi internasional sangat menjunjung tinggi serta telah
menempatkan seseorang pada_kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas
suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional
tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin
dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi-Hak Asasi Manusia disepakati
Konvenan Sipil dan Politik serta Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Semenjak saat itu, banyak bermunculan Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya
yang diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional yang sah.

Batasan pengertian Pengungsi secara hukum internasional dijelaskan
dalam Konvensi Pengungsi 1951. Menurut Article 1A Paragraph (2) 1951
Convention, Pengungsi adalah:

...as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons
of rase, religion, nationality, membership of a particular social group or
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political opinion, is outside the country of his nationality and unable or
owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that
country, or who, not having nationality and being outside the country of
his former habitual residence as result of such events, is unable or owing
to such fear, is unwilling to return to it.

inisi pengungsi

dalam Protokol

a tahun 1967 tentang
Asilum  Teritorial, Ja J gungsi  dimaksudkan untuk
mengembangkan instrumen-instrumen hukum internasional dan juga memastikan
bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan instrumen yang khususnya berkaitan
dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen

perjalanan.
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a) Penetapan Status Pengungsi

Warga negara yang pergi dari negaranya tanpa prosedur yang sah dan

mereka masuk ke negara lain secara ilegal maka statusnya saat itu merupakan

pengungsi.

internasional telah dijelaskan oleh penulis sebe a yang'terdapat di dalam

0
ataupun mengikuti ketentua ‘
Dalam menentukan status pengungsi dapat digunakan kriteria yang terdiri
dari faktor, yaitu:
1. Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri,
yang minta status pengungsi, faktor inilah yang menentukan ialah apakah

pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan

adanya persekusi /penuntutan, maka jika ada alasan ketakutan maka dapat
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dikatakan orang tersebut Eligibility, ketakutan itu dinilai dari takut
terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.

2. Faktor Objektif adalah keadaan asal pengungsi, di negara tersebut apakah

J.tertentu. Antara lain

Seseorang isa P - Us per memenuhi empat

kriteria, ant

Kebangsaan,
Opini politik.

d) Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan atau kembali ke
negara asalnya, karena kecemasan tersebut.

Pihak UNHCR memberikan izin tinggal di Indonesia dengan seperetujuan

Pemerintah Indonesia sampai mereka medapatkan penempatannya.
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b) Hak dan Kewajiban Pengungsi
Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi artinya bisa berhenti,

persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan

statusnya sebagai b SE Oleh karena itu
entuan yang

pengungsi

negara

menjal

ARALNAT AN

£5
"« «

ditemp

D

diskrimin

Mengenai

Konvensi dan Protokol (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.

c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai
atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan
menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya
ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak

kesempatan atas hak milik.
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d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk

berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang

sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis (Pasal 15 ) Ini

ini mereka
a mempunyai
adilan dimana

erikan bantuan

pekerjaan be ana erj i_he us sesuai dengan

ketentuan yang . te , gunanya adalah

. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara

lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap
pengungsi berhak 10 pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu
termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak

atas pendidikan dan pengajaran.
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h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di

daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih

berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini

seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (pasal 31, 32,
dan 33).

Ini merupakan hak untuk tidak diusir. Selain dari hak-hak pengungsi yang

disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi. Every refugee has duties to the

country in which he finds himself, wihch require in particular that he conform to
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its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public

order.” Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk

mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan- Kketentuan untuk

c) Prinsip-

a. Prinsip S

negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik yang mengajukan suaka
itu, masuk atau tinggal di wilayah negara.

Hak mencari kebebasan suaka juga tercantum di dalam Deklarasi Suaka
Teritorial 1967 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk
mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami

penyiksaan. Permohonan tersebut hanya bisa diajukan dalam kasus politis atau
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kasus yang telah disebutkan di dalam Konvensi Pengungsi 1951. Kasus tersebut
antara lain ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik atau yang bernuansa
suku, agama, ras, dan antar golongan. Alasan yang paling tepat untuk mengajukan
permohonan adalah adanya Ketakutan ataupun-kekhawatiran.akan menjadi korban
dari suatu penyiksaan atau penganiayaan di suatu negara.

Pemberian suaka sangat ' erat kaitannya dengan aspek perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari
suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Pemberian suaka
merupakan pelaksanaan hak kedaulatan suatu negara atas teritorinya. Suatu negara
yang kesulitan-"dalam memberikan suaka dapat mengambil langkah-langkah
dengan cara meminta bantuan dari negara-negara tertentu. Sebaliknya, suatu
negara yang telah memberikan suaka kepada kaum pelarian tertentu maka negara
lainnya harus menghormati tindakan dari negara yang bersangkutan.

b. Prinsip Non-Refoulement

Prinsip Non-Refoulement mulai dikenal sejak prinsip ini dicantumkan
dalam Statuta Pengungsi Internasional 1951. Prinsip ini menyatakan bahwa
pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apapun ke
perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam, baik lantaran ras,
agama, kebangsaan, keanggotaan pada organisasi sosial tertentu ataupun lantaran
pandangan politiknya, terlepas dari apakah ia telah secara resmi diakui sebagai
pengungsi ataupun belum (Sigit Riyanto, 2010:449), sebagaimana diatur dalam

Pasal 33 Paragraf (1) Konvensi Pengungsi 1951.

46



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada Pasal 31 dan 33 Konvensi
Pengungsi tahun 1951, kedatangan pengungsi yang dilakukan secara sah maupun

tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam

he .Q ‘ da d wilayahnya dan tunduk

pada wilayah hukumnya, ta

Prinsip non-discrimination merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi
dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Ini berarti
bahwa prinsip tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara meskipun belum
menjadi peserta penandatanganan Kovensi Tahun 1951. Prinsip tersebut dibangun

atas dasar ketidakberpihakan serta tanpa diskriminasi (Erika Feller, 2001:594).
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Prinsip non discrimination oleh beberapa ahli hukum internasional
dikategorikan sebagai ius cogens, dimana ius cogens dapat diartikan sebagai suatu
norma dasar hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut
Konvensi Wina 1969 yaitu suatu.norma yang.diterima dan diakui oleh masyarakat
internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa
diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya.

2. Hukum Tentang Pencari Suaka

Pada awalnya suaka merujuk pada tempat yang aman. Dahulu, suaka
dikenal dengan tempat suci disekitar altar pada gereja dan juga kuil. Suaka adalah
tempat mengungsi, berlindung, menumpang, atau menumpang hidup.

Dalam perkembangannya sejarah kemudian mengenal kebiasaan dimana
rumahrumah ibadat seperti gereja, merupakan tempat suaka. Demikian juga
dengan rumah-rumah sakit yang sering dipandang sebagai tempat suaka. Dalam
kelanjutannya pada awal masehi, suaka berarti suatu tempat pengungsian atau
perlindungan terhadap orang yang peribadatannya dihina. Untuk selanjutnya,
dalam waktu yang lama, suaka diberikan kepada pelarian pada umumnya terlepas
dari sifat perbuatan atau tindak pidana yang.dilakukan oleh pencari suaka yang
menyebabkannya dikejar-kejar. Dalam waktu yang lama pelaku tindak pidana
biasa-pun, yang mendapat suaka di negara lain, tidak diekstradisikan
(Suryokusumo Sumaryo, 2013:187) “bahwa setiap orang mempunyai hak untuk
mencari suaka dan menikmatinya di negara lain atas permintaan yang diajukan.
Hak negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik yang mengajukan

suaka itu masuk atau tinggal di wilayah negara tersebut atas perlindungannya
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Suaka atau dalam bahasa Inggris disebut asylum diartikan sebagai perlindungan
yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik atau aktivis politik

yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke dalam

AL

tentang “s purba itu, agar

seseorang, egara lainnya,
mendapatk di negeri itu

diadakan p kembangannya,

,‘g‘g\\ﬁ\
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dan sedang menunggu prose aan status atas klaim tersebut. Istilah

ini menggambarkan bahwa seseorang telah mendapatkan tempat tinggal
sementara selama proses klaim tersebut”.

Dari beberapa definisi diatas, pencari suaka adalah seorang pengungsi

yang sedang menunggu persetujuan mengenai permintaan yang telah dibuatnya

dari negara tujuan, yang mana seseorang atau kelompok tersebut meninggalkan

dari negara asalnya dikarenakan mereka merasa tidak nyaman atas kelangsungan
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hidup mereka di negara asalnya yang disebabkan dari ketidakstabilan politik,

konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya

Sifat dasar kerangka hukum nasional Indonesia berkaitan dengan Pencari

jawab untuk memberikan bantuan sehari-hari, meliputi penyediaan
makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan; Pencari Suaka dan
Pengungsi menjadi tanggung jawab IOM sampai mereka ditempatkan ke
negara ketiga atau secara sukarela kembali ke negara asal.

Baik UNHCR Indonesia maupun IOM Indonesia sangat kekurangan

sumber daya dan memiliki beban kerja yang tinggi.
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Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi
melalui prosedur penentuan status pengungsi atau Refugee Status Determination

(RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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kedaulatannya;
d) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan

damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak
boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal

pencari suaka;
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e) Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada

asas timbal balik;

f) Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas — asas sebagai berikut:

1) Larangan an (non-explusion

bersang

lain;
h) Suaka tidak dapat diberi 1 ke ak pidana non—politis dan
tindakan : ) A as PBB, yang meliputi:

i) Pemberian suaka mengandung yang mewajibkan pesuaka untuk
tunduk pada hukum dan peraturan perundang — undangan negara pemberi
suaka; dan

J) Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan—kegiatan yang bersifat menentang

negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan — ketegangan antara

negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka.
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Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Pencari Suaka
Negara — negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia telah mengakui

dan menghormati lembaga suaka dalam hubungan antar mereka sudah sejak abad

ke-19, i n_dalam Pe ideo tentang Hukum

L SR el

ngakui dan

Persetujuan  Ca enta 5 a K vensi Havana
Tentang Suaka«(L atik), 1 - . ntang Suaka Politik,

1933, Dekl 948 (Pasal 27),

meskipun Pasal 41 (3) menyebutkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat
memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hak untuk memberikan
suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing.

Dalam hal ini kemudian Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi
2198 (XXI) 1966 yang mulai berlaku 4 Oktober 1967 Tentang Status Pengungsi

yang dikenal dengan Protokol Tentang Status Pengungsi 1967. Dalam protokol ini
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dinyatakan bahwa pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi kepada peristiwa
sebelum 1951, hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat 2 protokol tersebut yang

menghapuskan kata-kata “As a result of events occuring before 1 January 19517

Q@‘

selanjutnya.11 Selama perio

dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi, antara lain The Nansen
International Office for Refugees (1931-1938), The Office of the High
Commisioner for Refugees Coming From Germany (1933-1938), The Office of
The High Commisioner of The League of Nations for Refugees (1939-1946), dan
Intergovernmental Committee for Refugees (1938-1947). Namun, pada masa Liga

Bangsa-Bangsa ini justru banyak timbul masalah pengungsi, seperti: Pengungsi
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Rusia tahun 1922, pengungsi Armenia 1924, dan pengungsi Assyria, Assyro-
Chaldea, Syria, Kurdi, dan Turki pada tahun 1928.

Kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan dan
bantuan dalam menyelesaikan-masalah pengungsi dimulai sewaktu terjadi revolusi
di Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Otoman yang mengakibatkan terjadinya
pengungsian .secara besar-besaran’ STidaks ;kurang 1,5 juta orang pergi
meninggalkan Rusia dan mengungsi ke negara lain di Eropa. Dengan adanya
peristiwa itu, pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Dr. Frijtjof Nansen
(Achmad Romsan, 2003:62) sebagai orang pertama yang menjabat di Komisi
Tinggi untuk Pengungsi (High Commissioner for Refugees) bertugas untuk
mengidentifikasi status hukum para pengungsi Rusia, mengorganisir untuk
merepatriasi mereka ke negara yang mau menerima para pengungsi Rusia dan
juga memberikan pertolongan  terhadap mereka - melalui bantuan dari
“philanthropic agencies”.

Pada tahun 1931 dibentuk sebuah badan mandiri dibawah kewenangan
Liga Bangsa-Bangsa yang bernama the International Nansen Office for Refugee.
Fokus utama badan ini “adalah  untuk'.memberikan bantuan yang bersifat
kemanusiaan. Badan ini kemudian dihapus pada tahun 1938. Pada saat yang
bersamaan badan yang menangani pengungsi dari Jerman akibat bangkitnya rezim
Nazi Hitler, High Commissiner for Refugees Coming From Germany juga
dibubarkan. LBB mendirikan High Commissioner for Refugees pada tahun 1938
dengan kantor pusat yang terletak di London yang merupakan gabungan dari the

International Nansen Offie for Refugee dan High Commissioner for Refugees
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Coming From Germany. Namun peran High Commissioner for Refugees sangat
terbatas, sehingga pada tahun 1946 badan ini berakhir.

Badan PBB yang mengurusi bidang pengungsi adalah UNHCR (United
Nations High Comissioner for-Refugees). UNHCR merupakan sebuah organinsasi
kemanusiaan global yang rendah hati. Badan PBB untuk urusan. pengungsi
pertama kali terbentuk pada. awal’ Perang/ Dunia ke-2 untuk membantu orang
Eropa yang terpencar karena konflik tersebut. Dengan optimisme, Kantor United
Nations High.Commissioner for Refugees didirikan pada 14 Desember 1950 oleh
Sidang Umum PBB dengan mandat tiga tahun untuk menyelesaikan tugasnya lalu
akan dibubarkan. Di tahun berikutnya, pada 28 Juli, Konvensi PBB Tentang
Status Pengungsi, sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan statuta
dasar yang mengarahkan kerja UNHCR, dicetuskan.

Pada tahun 1956, UNHCR mengalami keadaan darurat terbesarnya yang
pertama, dimana jumlah pengungsi mengalami peledakan dikarenakan Soviet
yang menghancurkan Revolusi Hongaria. Segala teori yang menyebutkan bahwa
UNHCR tidak dibutuhkan, tidak lagi mengemuka. Pada tahun 1960-an,
dekolonisasi Afrika menyebabkan krisis pengungsi dalam jumlah terbesar dalam
benua tersebut hingga membutuhkan intervensi UNHCR. Selama dua dekade
berikutnya UNHCR membantu mengatasi pergerakan manusia di Asia dan
Amerika Latin. Pada akhir abad, terdapat permasalahan pengungsi baru di Afrika,
menjadikan adanya siklus yang berulang dan membawa gelombang pengungsi

baru di Eropa menyusul serangkaian perang di daerah Balkan.
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Secara singkat UNHCR dalam Information Paper-nya mengatakan batasan
pengungsi (Sulaiman Hamid, 2012:42): Pengungsi adalah orang terpaksa

memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut —yang berdasar-

perlindunge

ANALY

dihadapi pe
Internasions
Pas | yang menjadi

korban atas h untuk lari ke

g\%\\\\

tempat yang unculah gagasan
mengenai kes " nya berhubungan
dengan masalah" ba diutamakan adalah

ereka. Sehingga lahirlah
Hukum Pengungsi 3 : q gungsi Internasional semakin
berkembang pada tahun 1951 ketika diadakannya Konferensi Internasional yang
membahas permasalahan pengungsi dunia di Jenewa.Setelah saat itu dilakukan

pembakuan mengenai perlakuan terhadap pengungsi dalam format universal yang

diakomodir secara universal.
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Dasar Hukum Tentang Pengungsi
1. Konvensi 1951 tentang status pengungsi

The Convention 1951 Relating to the status of refugees merupakan dasar
dari hukum internasional mengenai perlindungan terhadap-pengungsi. Konvensi
ini disahkan pada bulan Juli 1951 yaitu ketika diselenggarakannya konfrensi
diplomatik di Jenewa. Pada- mulanya,s konvensi ini hanya terbatas untuk
melindungi ‘pengungsi Eropa Sebagai konsekuensi atau dampak dari adanya
Perang Dunia Il. Kemudian, definisi pengungsi di dalam Konvensi 1951 berfokus
pada seseorang/sekelompok orang yang berada di luar wilayah negara asal mereka
dan dinyatakan sebagali pengungsi yang merupakan hasil dari kejadian yang
terjadi di Eropaatau tempat lain sebelum tanggal 1 januari 1951.

Konvensi tahun 1951 ini kemudian mulai berlaku pada tanggal 22 april
1954 sesuai dengan ketentwan pasal 43 Konvensi. Konvensi ini terdiri dari 46
pasal dan 7 Bab yang merupakan perjanjian-internasional, bersifat multilateral dan
juga memuat tentang prinsip — prinsip hukum internasional. Dengan demikian,
konvensi 1951 menjadi dasar dari perlindungan pengungsi saat ini. Prinsip —
prinsip hukum dan praktek internasional,  regional maupun nasional yang
mengatur cara mengenai pengungsi.

Konvensi ini menjelaskan mengenai kategori siapa-siapa yang dapat
dikategorikan sebagai pengungsi, jenis perlindungan hukum, bantuan lain dan
hak—hak sosial yang berhak pengungsi terima yang didukung oleh sejumlah
prinsip—prinsip dasar, terutama non diskriminasi, larangan pengenaan hukum dan

larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulment). Ketentuan — ketentuan
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konvensi harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal.
Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip
bahwa Konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia,
cacat, seksualitas.atau alasan diskriminasi lainnya.

Konvensi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang berada di
luar negara kewarganegaraannya-atau tempat tinggalnya: memiliki ketakutan yang
mendasar atas persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan keanggotaan pada
kelompok sosial tertentu, atau opini politik, dan tidak dapat atau tidak bersedia
menerima perlindungan dari negaranya atau pulang karena takut akan persekusi.

Konvensi 1951 mengenai status pengungsi merupakan perjanjian
internasional pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan
pengungsi. Hal ini terlihat bahwa dalam konvensi 1951 memuat sejumlah hak dan
juga kewajiban—kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya, dasar utama
dari konvensi 1951 adalah prinsip non-refoulment yang tercantum dalam pasal 33.
Menurut prinsip ini, seorang pengungsi sebaiknya tidak dikembalikan ke negara
dimana pengungsi ~ akan ~menghadapi ancaman . serius atas hidup dan
kebebasannya.

2. Protokol tambahan tentang Status Pengungsi Tahun 1967

Selain Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi terdaat Protokol
Tambahan tentang Status Pengungsi Tahun 1967 yang menjadi instrument dasar
UNHCR dalam menjaga hak — hak pengungsi. Protokol tambahan tentang status
pengungsi Tahun 1967 tersebut berisikan tentang adanya perluasan pengertian

pengungsi, serta aplikasi dari adanya Konvensi 1951 (Achmad Romsan, 2003:36).
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Perluasan pengertian dan aplikasi tersebut dengan menghapuskan batas geografis
dan waktu yang menjadi bagian dari Konvensi 1951. Sebagaimana tercantum
dalam protokol 1967 Pasal 1 A ayat 3 yaitu.

“Protokol<ini- akan dilaksanakan_oleh negara —.negara Pihak pada
Protokol ini tanpa suatu batasan geografis”

Protokol tahun 1967 merupakan independent instrument yang artinya negara
boleh ikut serta pada protokol tanpa harus menjadi/peserta pada konvensi 1951.
Bersamaan dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Tambahan
tahun 1967, keduanya mencakup tiga subjek utama dan status pengungsi yaitu,
pertama, pengertian dasar mengenai pengungsi dan status pengungsi yang sah
secara hukum di negara suaka. Kedua, status pengungsi yang sah secara hukum di
negara suaka. Ketiga hak — hak dan kewajiban. pengungsi, termasuk hak untuk
mendapatkan perlindungan terhadap pemulangan secara paksa (refoulment).
Dalam konvensi-dan protokol tambahan tersebut tercantum juga bahwa agar
Negara bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya, serta
memfasilitasi tugas supervisi dalam menerapakan Konvensi.

Konvensi 1951 mengenail pengungsi dan. Protokol 1967 dibuat dengan
menetapkan konsep UNHCR. Dengan demikian, Konvensi 1951 dan Protokol
1967 menjadi perangkat hukum internasional dalam perlindungan pengungsi. Hal
tersebut ditunjukkan dengan adanya pasal yang menjelaskan hubungan Antara
UNHCR dengan pemerintah yang terdapat dalam konvensi 1951 pasal 35. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa agar negara — negara peserta untuk bekerjasama
dengan UNHCR dalam setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

Konvensi itu sendiri, maupun dalam bidang hukum, peraturan atau keputusan—
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keputusan yang dibuat suatu negara yang mungkin berdampak pada pengungsi.
Sebagai tanggung jawab UNHCR kepada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maka
UNHCR memiliki peran untuk melindungi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

3. Statuta United:Nations High.Commissioner for Refugees (UNHCR)

Dalam Resolusi 319 (IV), tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa. -memutuskan wntuk mendirikan sebuah Kantor
Komisaris Finggi untuk Pengungsi per 1 Januari 1951. Statuta Kantor Komisariat
Tinggi PBB Urusan Pengungsi diadopsi oleh Majelis Umum pada 14 Desember
1950 sebagai lampiran Resolusi 428 (V).

Di dalam Resolusi ini, diproduksi kembali pada halaman 6, Majelis juga
meminta Pemerintah untuk bekerjasama dengan  Komisaris Tinggi dalam
pelaksanaan fungsi nya mengenai pengungsi yang berada di bawah kompetensi
Kantor tersebut. Sesuai dengan Statuta, sifat kerja dari Komisaris Tinggi ini
adalah kemanusiaan dan sosial dan bukan sama sekali bersifat politik. Fungsi
Komisaris Tinggi didefinisikan di dalam Statuta dan di dalam berbagai Resolusi
untuk selanjutnya diadopsi oleh Majelis Umum:.. Resolusi—resolusi mengenai
Kantor Komisaris Tinggi yang telah ‘diadepsi oleh Majelis Umum dan Dewan
Ekonomi dan Sosial tersedia di website UNHCR.

Komisaris Tinggi melapor setiap tahun kepada Majelis Umum melalui
Dewan Ekonomi dan Sosial. Sesuai dengan ayat 4 dari Statuta, Komite Penasehat
Pengungsi didirikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan kemudian disusun
kembali sebagai Komite Eksekutif Dana Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa

(UNREF). UNREF pada tahun 1958 diganti menjadi Komite Eksekutif Program

61



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Komisaris Tinggi. Anggota Komite Eksekutif dipilih oleh Dewan Eksekutif,
antara lain, mengkaji dan menyetujui program bantuan materi dari kantor

Komisaris Tinggi dan memberikan saran berdasarkan permintaan kepada

koresponc
G. Hak da

Konvensi mengena )€ : engatakan bahwa
pengungsi adalah oran _""' _- egara kebangsaannya atau

tempat tinggalnya sehari-hari, ya : . p° beralasan akan

mendapat , keanggotaan
didalam kelompc ial tertentu ate olitik tertentu. Pada
umumnya, ne asing masuk ke
wilayahnya, na , 3 ari aturan itu (Wagiman,
2012:51).

Dalam kaitan tersebu ewenangan (Achmad Romsan,

2003:61) untuk menetapkan status seseorang/ kelompok sebagai “pengungsi/
refugee” yang meminta perlindungan dari sebuah negara yang tidak menjadi
anggota Konvensi 1957 dan/atau Protokol 1967. Sehingga pengungsi tersebut
disebut sebagai pengungsi mandat dan berada dibawah perlindungan UNHCR
karena penetapannya sebagai seorang yang berstatus pengungsi didasarkan pada

Statuta UNHCR. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih
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menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk
kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan
sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan
dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial,.serta hak untuk mendapatkan atau
memanfaatkan fasilitas perjalanan.

Negara peserta konvenst wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban
tersebut. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak:

1) Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap
mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya
melaporkan diri kepada pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap
negara terdapat processing centre sendiri yang tidak dicampur dengan CIQ
(Customs, Immigration, and Quarantine) walaupun keduanya diurus oleh
instansi-yang sama khususnya menangani orang asing:

2) Adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau
mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal
secara paksa. Hal ini berhubungan dengan. prinsip yang mutlak harus
dipatuhi oleh negara pihak yaitu.tidak  mengembalikan pengungsi ke
negara asal dimana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya
(non-refoulement principle).

Selain yang mutlak seperti itu terdapat pula yang kondisional berupa
pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat ke negara mana
saja. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas

pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum. Contoh mengganggu
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ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga

negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran. Pengusiran baru dapat

diberlakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pelaku tindak kejahatan

2)

.

:
| o )
3

S\
.
<*

Negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan
keamanan (security of refugees). Menurut analisa penulis yang didapat
dari berbagai sumber, ditemukan bahwa perlindungan terhadap pengungsi
masih sangat minim yang disebabkan buruknya perlakuan pihak keamanan
negara tempat mereka transit sementara. Beberapa contoh kasus yang

sering ditemukan yaitu tindakan perampasan atau perampokan dan
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pemerkosaan yang dilakukan oleh warga negara atau petugas keamanan

negara setempat.

3) Negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi

kepemilikan barang bergerak dan tidak bergerak.

Hak kebebasan untuk menjalankan agamanya merupakan salah satu
contoh dari penerapan prinsip perlindungan nasional oleh negara transit kepada
pengungsi. Perlindungan nasional yang didapatkan oleh pengungsi tercantum
dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang dijelaskan pada Pasal 4 mengenai

kebebasan menjalankan agama, Pasal 16 mengenai kemudahan akses ke
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pengadilan, Pasal 17 mengenai hak untuk mencari nafkah, dan Pasal 22 mengenai
hak untuk mendapat pendidikan dasar.

Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 tentang Status
Pengungsi atau Pretokol 1967, dan _Indonesia.tidak memiliki.kerangka hokum dan
sistem _penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut,
UNHCR menjadi badan yang- memproses: permintaan status pengungsi di
Indonesia. “UNHCR “menjalankan  prosedur Penentuan  Status Pengungsi
(RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari
suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan
masing—masing pencari suaka, dengan didampingi_seorang penerjemah yang
kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan.yang menentukan
apakah permintaan status pengungi seseorang diterima atau ditolak dan
memberikan masing-masing _individu sebuah, kesempatan(satu kali) untuk
meminta banding apabila permohonannya ditolak.

Mereka "yang teridentifikasi ~sebagai pengungsi akan menerima
perlindungan selama 'UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya
berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat
dengan negara—negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi. Sampai
dengan akhir Maret 2018, sebanyak 6,191 pencari suaka dan
8,279 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif.

Menurut Erna Sofyan Syukrie (Djamil, 2007:13), negara-negara pihak
yang telah meratifikasi konvensi hak anak menerapkan beberapa hal dalam sistem

hukumnya, yaitu:
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1) Memeriksa dan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang

telah disahkan dan masih dalam proses perancangan yang dalam hal ini

ada kaitannya dengan anak;

2) 3 em egare hubungannya dengan
3) ah-|z isasi ke am  konvensi hak

4) eninja agia 3 masih berlaku

5) orita acara pem ) :'_ ot ng diperlukan untuk

6) ; ' rnasional yang ada

dan dapat diratifikasi oleh Indonesia.

Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia
Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta dari Konvensi Genewa
Tahun 1951.

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (Konvensi Tahun 1951)

menyatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara

kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan
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beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan,
keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik
tertentu.

Pada umumnya, negara.tidak diminta-untuk  mengijinkan orang asing
masuk ke wilayahnya. Pengungsi merupakan pengecualian dari aturan.ini. Prinsip
non-refoulement sebagaimana-tercantum=dalam Pasal 33 Konvensi mengenai
Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang
melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara
asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya
mengikat semua negara yang menjadi peserta Konvensi Tahun 1951.

Namun-seringakali dalam keadaan yang terdesak, para pengungsi segera
memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan di negara
yang mereka rasa aman tanpa tahu apakah negara tersebut merupakan negara
peserta Konvensi Tahun 1951 atau bukan. Tujuan dari penulisan ini, di samping
untuk mengetahui tentang prinsip non-refoulement sebagai dasar perlindungan
pengungsi, juga untuk mengetahui apakah prinsip nonrefoulement juga berlaku di
negara yang bukan merupakan peserta.Konvensi Tahun 1951. (Wagiman,
2003:120)

Prinsip non-refoulement merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi
dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Ini berarti
bahwa prinsip tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara meskipun belum
menjadi peserta penandatanganan Kovensi Tahun 1951. Prinsip tersebut dibangun

atas dasar ketidakberpihakan serta tanpa diskriminasi. Bantuan kemanusiaan
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terhadap pengungsi tidak boleh dialihkan dengan alasan-alasan politis atau
kemiliteran dan yang pertama memiliki kewenangan terkait dengan prinsip non-
refoulement adalah negara penerima.

Mengenai.-penerapan “hukum kebiasaan internasional disebutkan juga
dalam Pasal 38 Konvesi Wina Tahun 1969 dimana pada intinya menetapkan
bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat bagi semua negara. Sebagali
kelompok' pendatang yang paling rentan, pengungsi Seringkali menjadi sasaran
utama kebencian rasial. Perdebatan politik pada beberapa negara cendrung
mengaburkan semua masalah yang berhubungan dengan pendatang asing. Pencari
suaka, pengungsi, pekerja migran, imigran dan pekerja musiman seringkali
disatukan sebagai pendatang asing. Pola imigrasi lebih kompleks dan ekstrim.
Kompleks karena merupakan gabungan antara migrasi disebabkan motif ekonomi,
sungguh-sungguh memang mereka pengungsi atau migrasi karena sebab lainnya.
Negara-negara dihadapkan pada tugas yang sulit dalam memisahkan bermacam-
macam kelompok imigrasi tersebut dan bagaimana memperlakukan pengungsi
sejati secara tepat melalui cara yang mapan dan.prosedur yang adil terhadap
pencari suaka. (Suryokusume, 2007:186).

Pada dasarnya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi
orang-orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun orang
asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya, termasuk bagi mereka yang
mencari perlindungan dengan status pengungsi atau pencari suaka. Bentuk
perlindungan tersebut salah satunya adalah perlindungan hukum dimana negara

tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada
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subyek hukum individu tersebut. Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi
melindungi hak-hak dasar warga negaranya ataupun negara lain yang menolak
kedatangan pengungsi akan diambil alih oleh masyarakat internasional.
Masyarakat internasional = melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna
menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan
dihormati. Pada status perlindungan internasianal tersebut, seseorang yang dalam
kapasitas sebagal pengungsi atau pencari suka, wajib mendapat proteksi atas hak-
hak dasarnya sebagai manusia.

Perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan mereka.
Hal itu menjadi baagian dari kewajiban dari masyarakat internasional, pada sisi
lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara. Tindakan suatu negara
menolak pengungsi atau bahkan memulangkan kembali mereka secara paksa
merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini juga
merupakan tindakan pengingkaran akan komitmen masyarakat internasional untuk
memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang terkait dengan
pengungsi, yang telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi “Convention relating to the
status of refugees 1951~ di Jenewa, Swiss oleh beberapa negara pada tanggal 2
sampai dengan 25 Juli 1951.

Sebagai badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR mendukung
pembuatan suatu kerangka kerja nasionl dimana pemerintah Indonesia dapat
menggunakannya untuk mengatur kedatangan orang yang meminta perlindungan

seperti yang dilindungi adalah Hak Asasi Manusia. Maka terbentuklah Undang-
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Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28 (1) Tentang Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka. Undang-Undang ini

juga mengatur antara lain Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar serta peranan

NAVN-ARALS

SaR

]
D
2.
o
]
=
3
@
>
«Q
[s¥)
D
S
c
=.
sb]
=
—
@
=
>
QD
2.
o
]
=

eria pokok bagi

erumuskan dan

keamanan nasional.

Dalam hal ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah merasa
perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan resiko pasca ratifikasi,
yang sangat mempengaruhi kepentingan dasar berupa physical safety dan material
well-being agar dapat mencapai kepentingan nasional tingkat core values.

Menurut George F. Kennan, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk
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mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi
hukum lainnya. Sebaliknya, mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap

potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya kongkrit yang

asi Konvensi

tentu harus
dipertimba an se 2ografis  Indonesia
menghubungka samudera da ! esia bukan tujuan
akhir para i, teta _- -_ 0 japat dijadikan
tempat pers T ‘

Ada beberapa fa NQ¢ - si dan Pencari

Selain resiko berat yang muncul akibat perjalanan menuju Australia
dengan menggunakan perahu penyelundup manusia, situasi sekitar yang dihadapi
oleh para Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia seringkali memaksa mereka
mengambil keputusan yang berbahaya.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat peraturan presiden tentang

pengungsi dari luar negeri menjadi undang-undang. Definisi pengungsi yang
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digunakan oleh peraturan tersebut juga perlu diperluas karena tidak

mengikutsertakan mereka yang mengungsi dari bencana, dan hanya mencakup

mereka yang lari dari persekusi.

pendidikan dan* pekerja : :‘ atkar " oL dan Pencari Suaka
menjadi san : ata hidupan sehari-

hari. Daftar 1 an bantuan se pat tinggal dan

Pada Desember 2016 President Joko Widodo mengisi kekosongan hukum
soal pengungsi luar negeri dengan menerbitkan sebuah peraturan yang
memastikan pencari suaka dan pengungsi tidak diusir atau dikembalikan ke
negara asalnya tanpa alasan. Peraturan tersebut juga tidak menyediakan cara agar

pencari suaka dan pengungsi di Indonesia-sekitar 13.000 yang kebanyakan dari
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Afghanistan dan Myanmar-dapat dilindungi dan menetap di Indonesia melalui
proses integrasi.

Meski demikian, peraturan ini menunjukkan perubahan kebijakan
Indonesia dari pendekatan keamanan yang.tidak memperhatikan keselamatan
pengungsi ke sebuah pendekatan yang menghormati kewajiban untuk tidak
mengusir atau mengembalikan,pengungsi: Ini dikenal juga sebagai prinsip non-
refoulement hukum kebiasaan internasional (customary international law).

Meski - Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951,
Indonesia tetap harus menghormati prinsip non-refoulement. Prinsip ini dianggap
sebagai sebuah hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara,
termasuk yang tidak menandatangani konvensi pengungsi. Artinya, negara-negara
lain menaatinya sebagai hukum, meski tidak secara resmi. Melanggar hukum
kebiasaan internasional akan mendatangkan kritik dan keeaman dari negara-
negara lain. Sekarang pun, komunitas internasional dan kelompok-kelompok
masyarakat sipil menekan pemerintah Indonesia untuk menandatangani Konvensi
Pengungsi 1951.

Sebelum keluarnyaPeraturan' Presiden Nomor 125 tahun 2016 soal
pengungsi, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
bergantung pada prosedur operasi standar mereka sendiri. Direktorat ini adalah
badan yang bertanggung jawab dalam penanganan isu pengungsi. Tanpa adanya
regulasi yang mengatur bagaimana mengelola dan memperlakukan pengungsi dan
pencari suaka, petugas biasanya mengabaikan permintaan pengungsi atau

menahan mereka yang tidak memiliki kartu identitas pengungsi dari UNHCR.
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Kantor imigrasi juga tidak membedakan antara pencari suaka, pengungsi, atau

mereka yang tanpa kewarganegaraan.

Tanpa kartu identitas pengungsi dari UNHCR, pengungsi dicap imigran
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

menjadi ¢ A : 3-beberapa negara
cendrung meng 3 masalz ) -‘T’ an pendatang
asing. Pen S pe 0S s erja musiman
seringkali disa sebagai pendatang asing. abih kompleks dan
ekstrim. K en @an gabu -. sebabkan motif
ekonomi, sung g S ere \gur asi karena sebab
lainnya. Negara iha da dalam memisahkan

bermacam-macan igrasi te ana memperlakukan

oleh adanya beberapa faktor yang abkan Indonesia menjadi negara transit
yaitu secara geografis Indonesia memiliki letak strategis dengan wilayah berupa
kepulauan yang memiliki sejumlah selat atau lintas perairan laut yang dapat
dijadikan akses terdekat ke berbagai negara, khususnya Australia. Selain itu,
Indonesia telah hidup rukun dengan berbagai macam agama dan budaya yang

beranekaragam serta ekonomi yang sedang berkembang dan kondisi politik yang

stabil dan tidak terjadi suatu kemelut. Faktor inilah yang membuat para

76



pengungsi, migran bahkan pencari suaka memilih (baik terpaksa maupun sengaja)
Indonesia sebagai negara transit. Perlindungan yang diatur di dalam Konvensi

tahun 1951 antara lain:

1. Tidak ada_diskriminasi terhadap pengungsi berdasarkan ras, agama, atau
negara asal (Pasal 3). Pengungsi mempunyai kebebasan untuk menjalankan
ibadah agama sebagaimana yang.dijalankan di negara asalnya (Pasal 4).

2. Negara dimana pengungsi tersebut berada harus’ memperlakukan pengungsi
sama sebagaimana orang asing lainnya yang berada di negara tersebut (Pasal
7).

3. Status personal dari pengungsi akan diatur sesuai_dengan hukum dimana ia
berdomisili. Jika tidak mempunyai domisili, maka menurut hukum dimana ia
berada. Hak yang paling dasar, khususnya untuk melakukan perkawinan harus
diakui (Pasal 12).

4. Pengungal mempunyai hak untuk memiliki benda bergerak dan benda tidak
bergerak dan menyimpannya seperti orang asing lainnya (Pasal 13). Pengungsi
juga dapat memindahkan- ke negara dimana‘pengungsi akan diterima (Pasal
30).

5. Pengungsi berhak mendapat perlindungan terkait kepemilikan industri, seperti
penemuan, desain atau model, merek dagang, -nama dagang, hak untuk
menikmati hasil penelitian ilmiah seperti warga negara dari negara tersebut
(Pasal 14).

6. Pengungsi mempunyai kebebasan berpekara di depan pengadilan (Pasal 16).

7. Pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara di
negara tersebut, dalam hal memperoleh pendidikan dasar dan perlakuan yang
sebaik mungkin untuk bidang pendidikan (Pasal 22).

8. Pengungsi tidak akan dibatasi ruang geraknya (Pasal 26), kecuali jika hal
tersebut diperlukan untuk menunggu statusnya di negara dimana pengungsi

berada atau melanjutkan permohonan ke negara lain (Pasal 31).
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9. Negara dimana pengungsi dilarang untuk melakukan tindakan pengusiran
(Pasal 32) dan dilarang untuk mengembalikkan pengungsi ke negara asalnya
(Pasal 33).

10. Pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, seperti

mentaati pe erlaku di negara

dimana p tindakan yang

menganggu ketertibe tindakan yang ahay kepentingan negara

akan diproses melalui Kantor Imigrasi daerah setempat, di letakkan dicamp-camp
penampungan dan di Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya akan di proses

oleh UNHCR untuk di interview dalam penentuan status pengungsi.

Penyelesaian masalah imigran ilegal di wilayah Indonesia, khususnya

yang mengaku sebagai pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee)
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semakin sering terjadi. Masuknya imigran gelap ke wilayah Indonesia yang
jumlahnya cendrung meningkat, dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial,

politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak menutup kemungkinan

people smuggling dan

.#@. ar demikian,

mereka. Dalam menunggu proses g an status oleh UNHCR para pengungsi
membutuhkan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka menunggu selama kurun
waktu 1 - 2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu pemberian status yang
lama ditakutkan para pengungsi tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan

keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dll bagi Indonesia.
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Dengan terbatasnya kapasitas UNHCR di Indonesia untuk mengurusi
Pencari Suaka yang jumlahnya semakin meningkat dan kurangnya tempat untuk

penempatan ke negara ketiga mengakibatkan waktu tunggu yang panjang.

tunggu un

kesehatan s3

Pencari Suak

dan wawancara sampai pemberian status diterimanya para pencari suaka akan
ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pencari
suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para

pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya.

Pihak UNHCR datang untuk mendata dan melakukan interview kepada

para Pencari Suaka secara tidak terjadwal sehingga penentuan ststus pun tidak
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berjalan efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNHCR adalah
memberikan nomor registrasi, melakukan interview dan kemudian menentukan
status pengungsi bagi pencari suaka (permintaan diterima), jika ditolak para

pencari suaka diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding/mendaftar ulang.

Berdasarkan jumlah kedatangan pengungsi yang semakin terus meningkat
di Kota Pekanbaru, maka.\sudah’ sepantasnya terdapat peran .suatu organisasi
internasional untuk melindungi para pengungsi harus sesuai dengan jumlah dan
kebutuhan dari para pengungsi tersebut. Upaya dan perlindungan yang dibutuhkan
oleh para pengungsi diharapkan dapat diberikan dari pihak Pemerintah maupun
dari lembaga internasional seperti UNHCR. perlindungan yang diberikan pun
harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang sudah diberlakukan dari kedua

belah pihak yaitut UNHCR dengan Lebanon.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ' UNHCR, mengungkapkan bahwa
situasi ekonomi pengungsi Afganistan di Pekanbaru paling tidak sama seriusnya
dengan tahun lalu."Di bawah beberapa kriteria, keadaan mereka terus memburuk.
Studi tahunan menemukan bahwa keluarga, telah menghabiskan sumber daya
mereka yang terbatas, dan beradaptasi untuk bertahan hidup pada tingkat
minimum, menerapkan mekanisme penanganan yang merugikan atau mengurangi
aset untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa sepertiga pengungsi cukup
rentan terhadap makanan yang tidak aman, meningkat dibandingkan tahun 2015.
Porsi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap pada 70 persen

yang mengkhawatirkan.
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Kantor Imigrasi Pekanbaru juga membawahi 2 (dua) Tempat Pemeriksaan

Imigrasi (TPI) yaitu TPl Udara SSK 1 dan TPI Laut Siak Pekanbaru. VVolume lalu

lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia melalui 2 (dua) TPI ini baik itu

dari 1.141
peralatan,
merehabilits ar se asa sewa dikurangi
atau gratis

berikut ini:

tambahan bersubsidi di Pel

3. Membentuk Komite Interinial Untuk mengelola respon pengungsi, dengan
Menteri Sosial sebagai koordinator. Ini adalah pekerjaan yang sulit
mengingat kurangnya keterlibatan perusahaan dari Pemerintah terkait
lainnya, dan tidak adanya kapasitas Pemerintah untuk mengelola
sepenuhnya respons tersebut. Dengan meningkatnya pengungsi yang terus-

menerus masuk ke wilayah Provinsi Riau, maka pemerintah Provinsi Riau
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bekerjasama dengan UNHCR untuk menanggulangi masalah pengungsi

Suriah yang ada di Pekanbaru.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru Ada 4

pengungsi dari pedesaan enggan untuk meninggalkan kamp di Pekanbaru
adalah karena di Pekanbaru tersedia lebih banyak peluang di bidang ekonomi

dibandingkan negara asal mereka sendiri (Afganistan).

. Ketiga, beberapa kamp pengungsian dalam praktiknya dikelola dengan baik

oleh beberapa individu dan kelompok yang tidak mengharapkan keuntungan

pribadi dari banyaknya penghuni.
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4. Keempat, banyak para pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal di daerah
asalnya, ini dikarenakan banyak rumahrumah rusak atau hancur yang belum

dibangun kembali atau karena masalah persengketaan hak milik yang tidak bisa

berperan me gi peng - sl bagi mereka,
karena masala jungsi tela rk ﬂ; tas lebih dari
setengah & : ~ pen : : salah yang sangat
signifikan sege ' rer yang bersifat

kemanusiaa i ) - enegakan HAM di

dalam upaya penanganan pengungsi adalah Afganistan. UNHCR telah hadir di
Pekanbaru sejak 2013an. Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau,
UNHCR melindungi dan membantu orang-orang yang menjadi perhatian
termasuk pengungsi, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan, yang kembali

dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di 18 provinsi di Afganistan.
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Dalam bidang Pengendalian dan Penetapan Status Keimigrasian dan
Kewarganegaraan.
a. Penelaahan dan penelitian untuk pelaporan alih status kewarganegaraan
terhadap Warga Negara Asing.yang menjadi Warga Negara Indonesia.
b. Penyelesailan pemberian surat keterangan data tentang \Warga Negara Asing
yang berdomisili di wilayah kerjanya.
c. Penyelesaian permohonan.aith status ijin“tinggal. Warga Negara Asing yang
berdomisili di wilayah kerjanya, yang meliputi:
1. 1jin tinggal kunjungan ke ijin tinggal berdiam sementara.
2. ijin tinggal kunjungan berdiam sementara ke ijin sementara.

d. Penyelesaian permohonan alih paspor atau alih pekerjaan bagi tenaga ahli

WNA yang berdomisili di wilayah kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Kkarantina imigrasi adalah tempat
penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau
deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang
tersebut maka dikenalah.istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari
Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Seiring dengan meningkatnya lalu lintas
orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia sehingga berpotensi
timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang
asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang
melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka untuk
mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya

sarana dan prasarana pendukung yaitu Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).
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Tugas dari rumah detensi imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru ialah
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan

en ind igrasian yang telah

u
‘n“‘ .@é deportasi.
ga memiliki

atus Keimigrasian
sesuai  dengan berlaku.  Untuk

fungsi:

a. Melakukan pemberian perijinan di bidang lalu lintas batas, ijin masuk /
keluar dan fasilitas keimigrasian.

b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, ijin berangkat dan ijin
kembali.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi dalam

penganganan Pengungsi:
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“UNHCR melindungi dan memberi bantuan kepada pengungsi
berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB untuk
mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat
menetap mereka ke tempat yang baru.”(Hasil Wawancara 16 Januari
2019).

Community House merupakan tempat penampungan sementara para
imigran yang  sudah mendapatkan, status sebagai pengungsi© (Refugee) dan
menunggu untuk penempatan kenegara ketiga. Penempatan para.imigran tersebut
harus melalui koordinasi antara Kantor Imigrasi Kelas | Kota Pekanbaru, Rumah
Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dan UNHCR. Adapun faktor yang menyebabkan
adanya imigran di Kota Pekanbaru dari hasil wawancara dengan Bidang

Keamanan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:

“Para imigran datang untuk mendapatkan pelindungan. Selin itu, kondisi letak
georafis Negara Indonesia terkhusus Kota Pekanbaru yang terletak pada batas
jalur perdagangan dunia. Selain, itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia
(HAM) dan karena terjadinya konflik di negara masingmasing imigran tersebut”.
(wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 Januari dengan bapak Rully
Fatria, SH, selaku KASUBSI Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Kota
Pekanbaru ).

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dimengerti bahwa keberadaan
imigran gelap di Indonesia terkhusus di Kota Pekanbaru sebenarnya bukan
merupakan tujuan utama para imigran tersebut. Tujuan utama kedatangan para
imigran tersebut ialah Negara Australia. Kedatangan imigran dalam melakukan
migrasi dikerenakan terjadinya konflik di negara mereka. Baik itu konflik di
bidang ekonomi, politik, keamanan dan lain sebagainya. Keberadaan para imigran

di Kota Pekanbaru yang terjadi saat ini berasal dari jalur perdagangan,
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penyelundupan dan adanya agen migrasi. Selain itu, juga dikarenakan negara
Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia

terutama untuk mempertahankan hak hidup bagi seluruh manusia.

Berbicara mengenai bagaimana peranan Pemerintah Provinsi Riau dalam
hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Riau pada Bagian!Hak-Asazi Manusia /erhadap yang-ada di Provinsi
Riau, apakah mereka mempunyai hak untuk tinggal di Provinsi Riau, Berikut hasil
wawancara dengan Kasubbag Hak Asaszi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi
Riau yang dalam hal ini diwakilkan oleh salah satu stafnya yang mengerti tentang

HAM terhadap pengungsi, ia menjelaskan:

“Penanganan terhadap para pengungsi seperti yang telah dilakukan oleh
pihak Imigrasi di Provinsi Riau selama ini, sudah memperhatikan hak-hak
asasi manusia para pengungsi dan telah melakukan penanganan dengan
sebaik-baiknya dengan-menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal ini
dibuktikan dengan penanganan-yang maksimal. ”(Hasil Wawancara
dengan ibu Imelda, SH, Staf Subbag HAM tanggal 18 Januari 2019).

Selanjutnya mengenai keberadaan para-pencari suaka yang berada di
Provinsi Riau yang mencari perlindungan serta jaminan keselamatan yang kian
bertambah, Bagiamana sikap Pemerintah Provinsi Riau dalam hal tersebut, hasil
wawancara dengan Staf Subbag Hak Asaszi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi

Riau, ia menjelaskan:

“Berdasarkan Visi dan Misi Biro Hukum yaitu Mewujudkan kepastian
hukum, Hak Asasi Manusia dan kerjasama daerah, pastinya Provinsi Riau
memberi dukungan penuh terhadap pencari suaka yang ada di sini,
dengan catatan pencarian suaka yang ada di Provinsi Riau memang
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benar telah di seleksi oleh kantor Imigrasi setempat, tetapi perlu juga
dikeluarkan Perda tentang Pengungsi ataupun Pencari Suaka Di Provinsi
Riau ini, agar adanya paying hokum yang bisa membuat mereka
aman.”’(Hasil Wawancara dengan ibu Imelda, SH, Staf Subbag HAM
tanggal 18 Januari 2019).

Penanggulangan Darurat Pemerintah sebagai tanggapan atas tindakan House of
Commons yang menyerukan tindakan atas pengungsi Afgansitan dan Irak.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa yang rentan adalah anak-anak dan
keluarganya akan dimukimkan kembali. Hampir 400 pengungsi telah diterima di

Provinsi Riau.
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2. Peran UNHCR sebagali Fasilitator

Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan
mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan
di negara ketiga,-pemulangan.sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah
berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di
Indonesia karena pemerintah. tidakimemberikan .izin tinggal secara permanen di
Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi

satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di indonesia.

UNHCR untuk memberikan status dan hak pengungsi. Faktanya, Pihak
UNHCR dinilai Lamban dalam memproses Para Deteni yang berada di
RUDENIM Pekanbaru. Faktor-faktor yang menyebabkan UNHCR lamban dalam
menangani masalah pengungsi khususnya di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
(pengungsi Afghanistan) adalah; jarak, proses: administrasi yang membutuhkan
waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR sendiri, Minimnya Jumlah
Staf UNHCR, Proses ini semakin lambat karena Indonesia bukanlah negara pe-
ratifikasi Konvensi tahun 1951 maupun Protokol 1967 yang mengatur tentang
perlindungan terhadap pengungsi. dengan demikian tidak ada kewajiban secara
hukum bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan di negaranya, namun
Indonesia sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia tetap harus ikut

terlibat untuk membantu UNHCR dalam melaksanakan tugasnya.

B. Hambatan dan Upaya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan masalah
pengungsi yang transit di Provinsi Riau ditinjau Berdasarkan Konvensi
Pengungsi Tahun 1951
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Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia dijalankan oleh Pemerintah

Provinsi Riau namun tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadali,

tidak transparan atau tidak memiliki prosedur pengaduan. Hal ini mengakibatkan

aupun prosedur
pengaduan ara pencari suaka
dan pengun agam dari satu

Rudenim ke terjadi dimana-

semestinya ditahan serta be rdapat peraturan-peraturan untuk
membebaskan sekelompok orang tertentu dari Rudenim, seperti; anak-anak, untuk
ditangani oleh organisasi-organisasi internasional (IOM atau lembaga mitra dari

UNHCR).

Hasil wawancara dengan Staf Subbag Hak Asaszi Manusia Sekretariat
Daerah Provinsi Riau tentang hambatan Pencari Suaka dan pengungsi di Provinsi

Riau, yaitu:
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“Bahwa hambatan dan kendala yang saat ini sering terjadi adalah adanya
hubungan WNI dan WNA yang mengakibatkan timbul keributan di Rumah
Detensi Imigrasi, sehingga harus memindahkan pengungsi ataupun
pencari suaka tersebut dari rudenim yang satu ke rudenim yang lain”.

agungsi dalam

1. Ma ASin ak i da sehingga
isalnya saja
nflik vertikal.

dipikirkan oleh

lama bagi pengungsi untuk menyesuaikan diri ke tempat asal.
Dari penjelasan di atas, penyebab paling mendasar yang menjadi kendala
penanganan pengungsi internal tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pemerintah Indonesia tidak mempunyai aturan khusus yang mengatur
mengenai perlindungan hak-hak pengungsi internal. Aturan yang dapat

diterapkan bagi perlindungan pengungsi dalam negeri adalah aturan mengenai
hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999
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mengenai Hak Asasi Manusia, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

2) Manajemen bantuan bagi pengungsi dinilai masih kurang transparan, kurang
adil, kurang menyentuh akar persoalan, dan juga tidak menjadi pendorong
proses penuntasannya (kadang membuat ketergantungan):

3) Penanganan bantuan bagi pengungsi masih bersifat sentralistik (bisa membuat
ketergantungan daerah dan kurang mendorong peningkatan kemampuan
daerah) dan lebih bersifat kuratif yang mahal dinilai dari aspek apapun.

4) Kurangnya koordinasi dan pengawasan, kurangnya komunikasi, kurangnya
alokasi dana, serta adanya anggapan dari pengungsi sendiri untuk selalu
tergantung akan bantuan yang diberikan.

5) Masih kurangnya prakarsa mitigasi dan kesiapan daerah.

6) Pemberdayaan ekonomi belum optimal dan berpotensi menimbulkan konflik
baru.

7) Kendala-kendala pemulangan...pengungsi-—antara lain, persoalan jaminan
keamanan, masalah tanah/aset, sumber penghidupan, demikian juga dengan
masalah infrastruktur dan pelayanan dasar diwilayah  asal (kesehatan,
pendidikan anak, air bersih)"‘masih-—belum bisa diatasi oleh pemerintah
Indonesia.

8) Kendala-kendala integrasi lokal dimana belum ada pola yang jelas sehingga
dapat menimbulkan ketegangan dan potensi konflik

9) Kendala-kendala pemukiman kembali (resettlement) yaitu ketersediaan lahan,
kapasitas sumberdaya lokal, kemauan pengungsi untuk di mukimkan kembali,
status tanah (kepemilikan, kompensasi).

10) Kendala-kendala transmigrasi lokal seperti dibutuhkan lahan yang luas, biaya
pembangunan infrastruktur yang cukup besar dan keinginan pengungsi untuk di

pindahkan.

Kondisi Pencari Suaka di RUDENIM Pekanbaru, hasil wawancara peneliti

dengan Kepala Seksi Status Keimigrasian:
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“Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan
Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang
Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian”.

Kapasitas

mencapai 2

Rumah i 3 : 2laksana teknis yang
menjalanka

orang asing ( aNg de ( Ceimi Adapun fungsi dari

pengusiran/perde ) Jikat® dalam pembentukan

rudenim adalah:

Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi.

2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006

tentang tata cara pendetensian orang asing.

Hasil wawancara dengan Kasubsi ketertiban, bpk Rully Fatria,SH, bahwa:

Fungsi RUDENIM Pekanbaru dengan RUDENIM lain di Indonesia memiliki
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fungsi yang sama. Permasalahan yang terjadi di tiap RUDENIM di Indonesia juga
tidak berbeda jauh. Fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melindungi Hak Asasi

Untuk itu
karena Pe

mengapa R

LR AL

o
=
=
=
3
)
QD
s

)
el

Rudenim Peka
illegal yang
permasalahan K

yaitu Provinsi Su

Rudenim Peka
Administrasi Keimigrasian maupu egal yang mengaku dirinya sebagai
pencari suaka. Rudenim Pekanbaru menjadi tempat penampungan sementara bagi
imigran illegal tersebut. Namun pada kenyataannya saat ini kuota di Rudenim
Pekanbaru sudah sangat over capacity. Kuota yang sudah over ini membuat

ketidaknyamanan untuk para deteni maupun non deteni. Ini disebabkan karena

kurangnya sirkulasi udara yang baik dan banyaknya non deteni yang berada di
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

Rudenim Pekanbaru. Ruangan yang selayaknya ditempati oleh 5 orang harus

ditempati oleh 7 bahkan 8 orang.

Kondisi Rudenim yang over ini juga kadang membuat stress para deteni.

bekeluarga da Ve G 2 asilitas tempat

tinggal i nema 3 : /a pengawalan

dilakukan o

b. Registrasi
c. Perawatan
d. Penempatan

e. Pengamanan

2. Pelayanan Deteni

Pelayanan Deteni Dilakukan oleh Rudenim berupa penyediaan air bersih

penyediaan kebutuhan makanan dan minuman. Dalam hal makanan dan minuman
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deteni yang dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian diberikan oleh petugas
sedangkan deteni yang berstatus sebagai pencari suaka memasak masakannya
sendiri dengan kesepakatan para deteni yang ada di Rudenim tersebut. Jadi
Rudenim yang menyediakan-bahan makanan yang akan. deteni masak. Dan
fasilitas yang digunakan oleh para deteni yang berstatus sebagal pencari suaka

merupakan fasilitas dari International Qrganization for Migrants (IOM).

Salah satu bentuk pelayanan deteni dalam hal kesehatan dan kebersihan
adalah pemeriksaan Kkesehatan deteni secara rutin. Jika dalam hal kondisi
kesehatan deteni tidak dapat ditangani oleh petugas maka dilakukan pemeriksaan
di klinik atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jika dalam kondisi kritis
dapat diberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan di-Unit Gawat Darurat (UGD)
rumah sakit. Semua tindak lanjut harus mendapatkan izin dari Kepala Rudenim.
Rudenim juga memfasilitasi-untuk jibadah para'deteni namun untuk para deteni
yang memiliki status pencari suaka difasilitasi oleh International Organization for
Migrants (IOM). Fasilitas Kunjungan Keluarga juga diperbolehkan oleh Rudenim
dengan izin Kepala Rudenim.Fasilitas penyegaran/hiburan dibuat agar deteni tidak

stress.

3. Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

Penjatuhan sanksi kepada deteni dilakukan dengan dua bentuk yaitu
teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran lisan dilakukan jika deteni melakukan
pelanggaran tata tertib dan lebih dari satu kali wajib menandatangani surat

pernyataan tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Teguran tertulis berlaku jika
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pelanggaran dilakukan berulang-ulang dan/atau pelanggaran berat dilakukan
pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepala Seksi Keamanan

kemudian hasil BAP ditindaklanjuti. Kemudian sanksi diberikan sesuai

Keamanan, Pen an d Deport: ala - eamanan dan
Ketertiban. Na nda ntar kamar se \ 1 awal masuk deteni
saja, ketika suda jan deteni lair a sudah pindah ke

kamar lain tetag inasi dengan K ' an. Sistem yang

penjabaran diatas tidak dibenarke ukan pemindahan. Pemindahan dari
rudenim ke “tempat lain” mungkin bisa saja terjadi jika deteni hamil atau anak di

bawah umur.

Mengingat statusnya yang berada di luar Sistem PBB, IOM tidak memiliki
kewenangan untuk menyusun instrumen hukum internasional yang berhubungan

dengan migrasi. Namun, organisasi ini dapat memonitor perkembangan di bidang
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hukum migrasi secara dekat dan organisasi ini memfasilitasi secara materiil.
Disamping memberikan bantuan materiil, IOM memberitahukan kepada para

migran mengenai hak-hak mereka untuk menuntut suaka dan merujuk mereka

1951. IOM be en untu : I secara tertib
dan manu imigrasi
menyediakan _k ' agi = embutuhkan. 10M
membantu . ‘ ayah Indonesia

dengan 2 ¢

mereka dalam hal pilihan Uga permohonan untuk status sebagai
pengungsi.
Jika mereka memilih status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR
bila mereka memilih dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus
segala keperluan pemulangan, termasuk travel document, ticket dan lainnya. Jika

di Rudenim Pekanbaru, IOM memfasilitasi dalam hal bahan makanan karena para

pencari suaka dan pengungsi sendiri yang meminta karena alasan rasa jika
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dimasakkan oleh juru masak yang ditunjuk oleh IOM. 10m juga memfasilitasi
masalah kipas di kamar mereka serta fasilitas lain yang dirasa oleh 10m
merupakan kebutuhan primer untuk para pencari suaka dan pengungsi. Dalam hal
kesehatan juga 1OM selalu memberikan layanan kesehatan untuk para pencari
suaka dan pengungsi secara rutin. Maupun jika ada yyang tiba-tiba sakit bisa
dikoordinasikan oleh pegawai fudenim:-kepada |OM langsung dan IOM langsung

berurusan dengan para pencari suaka dan pengungsi.

Upaya Yang Ditempuh UNHCR Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum

Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia (Rudenim Kota Pekanbaru):

1. Melibatkan UNHCR dengan pengungsi dan pencari Suaka. Indonesia
adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota Kenvensi Pengungsi
1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme
penentuan status pengungsi: Oleh-karena itu, UNHCR memproses sendiri
setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Setiap pencari suaka
akan diwawancarali dengan didampingi Sseorang penerjemah yang
berkompeten, memberikan keputusan, yang beralasan untuk meluluskan
permohonan calon pengungsi atau tidak, dan memberikan kesempatan
kepada setiap pemohon tersebut. Untuk mengajukan banding jika
permohonannya ditolak. Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi,
UNHCR berupaya mencarikan solusi yang berkelanjutan baginya, yang
biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR

bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan.
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2. Mempromosikan penerapan hukum pengungsi. UNHCR mendukung
dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah
Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari
perlindungan. Untuk itu,, UNHCR_dalam diskusinya_dengan pemerintah
menerapkan 10 point Rencana Aksi untuk menangani mereka yang
memerlukan perlindungan dalam suatu, pergerakan penduduk secara besar-
besaran, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan
kapasitas didalam pemerintah tersebut sehingga hal ini akhirnya dapat
dipertanggunjawabkan dengan dukungan dari UNHCR. Untuk mencapai
hal ini, UNHCR bekerja erat dengan organisasi lain di Indonesia seperti
dengan-Internasional Organisation for Migration (IOM). UNHCR dengan
giat mendukung diterapkannya suatu hukum pengungsi oleh para pembuat
kebijakan maupun pembuat hukum serta mengadakan-lokakarya mengenai
hukum  pengungsi bagi petugas-petugas imigrasi, pengacara, LSM dan
para mahasiswa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
Konvensi 1951 mengenai Pengungsi dan Protokol 1967 sudah terdapat
dalam daftar Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004-20009.
UNHCR sangat mendukung Pemerintah dalam rencananya menuju
ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

3. UNHCR melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa memiliki
kewarganegaraan di Indonesia. UNHCR telah mengawali serangkaian

pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan untuk membantu Indonesia
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A. KESIMPULAN

BAB IV
PENUTUP

1. Bahwa Per amerin ; ) ada di Provinsi

Riau D

Peratura : grasi_menge anan imigran illegal

ah Detensi Imigrasi tanpa

memperbolehkan pe ‘ ‘ ““@

pengawalan. Kurangnya su anusia yang menyebabkan tidak ada
pengawalan tersebut. Indonesia merupakan Negara yang belum meratifikasi
Konvensi Pengungsi. Jadi Indonesia tidak bisa membuat regulasi dalam
menangani imigran illegal tanpa campur tangan lembaga internasional.
Keterlibatan lembaga internasional yaitu IOM dan UNHCR membuat tidak

dapatnya Indonesia melaksanakan kebijakan tanpa campur tangan pihak lain.

UNHCR tetap menjadi patokan dari penentuan status pengungsi sampai
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Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi. Dan [IOM akan selalu
memfasilitasi pengungsi dan pencari suaka. Anggaran yang digunakan 10M
adalah anggaran dari Negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi.

Hambatan dan Upaya Pemerintah Pusat  dalam menyelesaikan masalah
pengungsi yang transit di Provinsi Riau ditinjau Berdasarkan Konvensi
Pengungsi- Tahun 1951, -hambatan,51), Masing-masing daerah memiliki
karakteristik berbeda - sehingga penyelesaian ~masalahnya tidak bisa
diseragamkan, 2) Masalah pengungsi terkait dengan berbagai aspek sehingga
solusinya memerlukan waktu lama, 3) Masalah penanganan pengungsi sering
dirnanfaatkan oieh pihak terteutu sehingga rnengganggu Kinerja penanganan
pengungsi.-Adapun Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan
programnya dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang transit di
Pekanbaru ditinjau Berdasarkan Konvensi Pengungsi Tahun 1951, yaitu : 1)
Melibatkan UNHCR dengan pengungsi dan pencari Suaka. Indonesia adalah
salah satu negara yang belum menjadi anggota Konvensi Pengungsi 1951
maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan
status pengungsi; 2) Mempromosikan penerapan hukum pengungsi. UNHCR
mendukung dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu
pemerintah Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari
perlindungan; 3) UNHCR melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa
memiliki kewarganegaraan di Indonesia. UNHCR telah mengawali

serangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan untuk membantu
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Indonesia maupun negera-negara lainnya di kawasan ini untuk

menginstitusionali-sasikan kesiapan darurat bencana.

B. SARAN

pengawasan te ap kes ‘ , pat pengungsiannya.

Mereka kesehatan yang

berjalan dengan konsisten karena adanya hambatan dalam penanganan
permasalahan kesehatan, seperti minimnya akses kesehatan kepada pengungsi

sedangkan permintaan akses kesehatan pengungsi terus meningkat.
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